Piagam Dewan Direksi dan Komisaris

PT.Inacycle Technology Group Thk.

PEMBUKAAN

Piagam Dewan Direksi dan Komisaris atau Piagam
Dewan, adalah pedoman untuk Direksi dan Dewan
Komisaris berdasarkan  undang-undang  dan
peraturan vang berlaku dalam prakiik Tata Kelola
Perusabasn yang terbaik untuk PT.Inocycle
Technolegy Group Thk.

Piagam Dewan Direksi dan Komisaris ini mengatur
struktur dan hubungan kerla antara Direksi dan
Dewan Komisaris dalam arganisasi PT.nocycle
Technology Group Thk dan akan menjadi titik
rujukan bagi semua anggota dewan dalam
menentukan dan melaksanakan tugas, tanggung
jawab, dan wewenang mercka. Piagam Dewan
bertujean  untuk memfasilitasi pemahaman  di
antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris
rengenai peraturan yang terkait dengan prosedur
kerja dewan masing-masing.

Direksi dan Dewan Komisaris havus mengikuti
Piapam Dewan serta hukum dan peraturan yang
berlaku dan Anggaran Dasar serta mematuhi
standar dan menjunjung prinsip etika yang tinggi.

PASAL 1. DIREKSI

1.

3.

Perseroan divrus dan dipimpin oleh Direksi vang
terdiri dari sekurang-kurangnya 2 [dua) orang
angeota Direksi, seorang di antaranva diangkat
sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat
diangkat seorang atau |ebih Wakil Direktur Utama,
dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan
memperhatikan  peraturan  perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Medal.
Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah arang
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan vang berlaku di bidang Pasar Maodal.

Selain  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
dimaksud dalam ayai 2 Pasal ini, pengangkatan
anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan
keahlian, pengalaman serta persyaratan  Jain

Board of Directors and Board of

Commissioners Charfer
PT.Inacycle Technology Group Thie.

INTRODUCTICN

Board of Directars and Board of Commissioners
Charter is to serve as guidance for Board of
Directors and Board of Commissioners under the
prevailing laws and regulations with regard to Good
Corporate  Governance practices of PT.Inocycle
Technology Group Th,

This Board of Directors and Board of Commissioners
Charter establishes structure and work relation
between Board of Directors and Beoard of
Commissioners within the organization of
PT.nocycle Technology Group Thk and becomes
reference for all members of the boards in directing
and performing their tasks, responsibilities and
autharities. The Charter aims ta facilitate members
of Board of Directors and Board of Commissianers in
understanding regulations  relevant te work
procedures of respactive boards,

Soard of Directors and Board of Commissioners
must follow this Charter and other laws and
regulations as applicable and Articles of Association
and comply with the specified standards and highly
uphold ethical principles.

ARTICLE 1. BOARD OF DIRECTORS

1.

2.

Company shall be managad and led by Board of
Directors, which consists of at least 2 (two) persons
as the members, one of whom shall he appointed as
President Director, and If deemed necessary, one or
more Deputy to President Director can be
designated, and the other(s) as Director(s) while
taking laws and regulstions applicable in Capital
Market into account.

Those who ave qualifiad as 8 member of Board of
Directars shall include individual complying with the
reguirerments established in a manner consistent
with laws and regulations applicable in Capital
Market,

Apart from compliance to requirements as referred
to in paragraph 2 of this Article, the appaintment of
a member of Board of Directors shall also consider
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Satu pertode masa jabatan anggota Direksi adalah 5
{lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan pada akhir 1 (satu) pericde masa jabatan
dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan anggota Dirglsi tersebut
sewaktu-waktu sehelum masa jabatannya berakhtr,
dengan menyebutkan alasannya, seielah anggota
Crireksi vang bersanghutan diberi kesempatan untuk
hadir dalam RUPS guna membela dirl dalam RUPS
tersabut. Pemberhentian demikian berlaku sejak
penutupan RUPS yang memutuskan
permberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan
aleh RUPS.

Setelash masa jabatan berakhir anggota Direksi
tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Para anggota Direksi dapat diberi gaji tlap-tiap bulan
dan tunjangan lainnya yang hesarmya ditentukan
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggata
Direksi lowang, yakni jumlah anggota Direksi kurang
dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal in],
maka dalam jangka waltu 90 {sembilan puluh) hari
sefak  terjadinya lowongan  tersebut, wajib
diselengzarakan RUPS untuk mengls] lowongan [t
Wasa jabatan seorang yang diangkat untuk menglsi
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari
anggota Direksi yang jabatannya telah menjadt
loweang tersebut.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka wakiu
80 [sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan
tersebut, wajib  diselenggarakan RUPS  untuk
menganghat Direksi baru, dan umtuk sementara
Fersercan divius oleh Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari
jabatannya sebelurn mass jabatannya herakhir, den
wajibh menyampaikan permohonan pengunduran
diri tersebut kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan  pengunduran  diri
anggota Direksi paling lambat 90 {sembilan puluh}
hari setelah diterimanya permohonan pengunduran
diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang
mengundurkan diri sebagaimana tersebut dl atas
tetap dapat dimintakan pertangzungjawabannya
sejak pengangkatan vyang bersangkutan sampai
dengan tanegal pengunduran dirinya dalam RUPS
tersebut.

Parsercan wajib melakukan keterbukaan informast
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK
terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesval dengan
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expertise, experience and other requirements setin
the prevalling laws and regulations.

The term of service for a member of Board of
Directars shall continue for 5 {five] years or until the
closing of Annual General Meeting of Shareholdar
{GMS) for the last year of 2 term of service, without
prejudice to the rights of &GiVS to dismiss a member
of Board of Directors at any time befare the
expiration date of service, while specifying the
reasons, after the member of Board of Directors in
question has besn granted with opportunity to
presant in GMS for defense before the same GMS.
Such disemissal shall take into effect as of the closing
of G5 deciding the dismissal, or other date as
specified by GMS,

At the end of service term, the related member of
Board of Directors can be appointed again by GM3.

Members of Board of Directors shall receive salary
per month and other bengfits in amounts set by
GMS and far this purpose it can be devalved by GMS
to Board of Commissioners.

i due to any reason whatsoever, the position of a
member of Board of Directors becomes vacant, i.e.
the number of members of Board of Directors less
than that stated in paragraph 1 of this Article, within
80 (ninety) days from such vacancy, GMS must ke
convened to fill the vacant position. The term of
service of the member appointed to fill the vacaney
shall continue for the remaining term of service of
the member of Board of Directars, whose position
becomes vacant.

If due to any reason whatsoever all positions of the
members of Board of Directors become vacant,
within 20 {ninety] days from such vacancy, GMS
must be convened to appoint new Board of
Directors, and for the time being Company shall be
managed by Board of Commissioners.

Member of Board of Tlireciors can propose earlier
resignation from hisfher position, and must submit
rasignation letter to Campany.

Company must convene GMS to decide the
resignation proposed by a member of Board of
Diractor no later than 30 (ninety) days after the
receipt of resignation letter. For the member of
Board of Directors who resigns as referred above,
such member may be asked to deliver accountability
starting from his/her appointment until the date of
resignation before GMS.

with regard to paragraph 9 and 10 of this Article,
Company must disclose information to the public



I3,

13,

peraturan perundang-undangan dan peraturan
vang berlaku di bidang Pasar Madal.

Dafam hal angpota Direksi mengundurkan diri
sehingga mengakibatkan Jumlah anggota Direksi
menjadi kurang darf yang diatur pacda ayat 1 Pasal
ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telzh diangkat
angzota Direksi yang barw sehingga memenuhi
persyaratan  minimal jumlah anggota Direksi
tersebut.

Jahatan anggota Direksi berakhir apabila :

12,

13,

and nectify GJK pursuant ta laws and regulations
applicable in Capital Market.

If the resignation of a member of Brard of Directors
causes the number of members of Board of
Directors become less than that stated in
paragraphl of this Article, such resignatlon shall
deemed tegitimate after decided in GMS and new
member of Board of Directors has been appointed
ta meet the required minimum number of members
of Board of Directors.

The positfan of member of Board of Directors shall
terminate in case of;

2. Meninggal dunla; a. Death;

b. Masza jabatannya berakhir; b. The expiry of Term of Service;

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; c. Dismissal under GMS resclution;

d. Dinystzkan pallit atau ditaruh di  bawah d. Banckrupecy or for the appointment of receiver
pengampuan  berdasarkan suatu  keputusan under a court decision;
Pengadilarn;

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagal g. Mo longer meet the requirements of a member

anggota Direksi berdasarkan ketentuan Piagam
Dewan dan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

of Board of Directors under provisions
contained in this Charter and the prevailing laws
and regulations.

PASAL 2. TUGAS DAN WEWENANG DIREXSI ARTICLE Z. TASKS AND AUTHORITIES OF BOARD OF

DIRECTORS

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertangeung 1. Board of Directors shall be tasked to run and held

jawab atas pengurusan  Perseroan  untuk
kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai
maksud dan tujuan Perseroan,

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan
Persergan sesuai dengan maksud dan tujlan

responsible for the management of Company for
the interests of Company in a manner ¢onsistent
with and in pursuit of the ohjectives and gosls of
Company.

2. Setiap angpota Direksi wajib melaksanakan tugas 2. Member of Board of Directors must perform the
dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh given tasks and responsibilities with good faith, full
tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan of responsibility and in prudent manner with due
mengindahkan peraturan perundang-undangan attention to the prevailing Yaws and regulations and
yang berlaku dan Plagam Dewan, this Charter.

3. Tugas pokok Direksi adalah : 3. The main tasks of Beard of Directors:

a. Lead, manage and control Company based on its
oblectives and goals and at all times try to

Perseroan  sérta  senantissa  berusaha enhance the efficiency and effectiveness of
meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas Company;
Parseroan;

b. Menguasai, memelihare dan  mengurus b. Control, maintain and manage assets of
kekayaan Perseroan; Company;

¢.  Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat
anggaran tahunan Perseroan  dan  wajib
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
memperoleh  persetujuan  dari Dewan
Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan

tugas dan tanggung Jawabnya, Dirgksl dapat

membentuk komite dan berkewajiban melakukan

¢. Prepare annual work plan containing annual
budget of Company and must be submitted to
Board of Commissiuners to get approval of
Board of Commisslaners, before the new fiscal
year starts;

To support effectiveness in the implementation of
its duties and responsibilities, Board of Directors can
establish committees and evaluate the performance



evaluasi terhadap kinerja kamite tersebut setiap
akhlr tahun buku Perseroan, serta  untuk
mendukung pelaksansan prinsip tata  kelola
perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi
berkewajiban memhbentuk, serta berwenang untuk
mearngangkat dan memberhentikan  sekretaris
perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris
perusahaan berikut penanggung jawabnya.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian Persercan yang
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota
Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian Persergan apabila dapat membuktikan ;

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;

b. teleh melakukan pengurusan dengan itikad
baik, penuh tangzung jeweb, dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksucd
dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di

luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, mengikat Perserpan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Persercan, serta menjafankan
segala tindakan, balk vang mengenat kepengurusan
maupun  kepemilikan, dengan  pembatasan-
pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini,
dengan memperhatikan peraturan  perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal di Indonesia.

Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai herlkut :

g. meminjam atau meminjamkan uvang atas nama
Perserpan (tidak termasuk mengambil vang
Perseroan di Bank] kecuali dalam rangka
kegiatan usaha sehari-hari;

b. mengikat Perseroan
penjamin/penanggung;

c. menjuai atau dengan carea |ain melepaskan hak-
hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan
vang nilainya kurang darl 50% {lima puluh
persen) dari aset Persercan yang tidak termasuk
dalam ayai 7 Pasal ini;

d. membeli, menerima pengoperan/penyerahan
atau rara lain memperoleh hak-hak atas benda
tidak bergerak;

e. menjaminkan harta kekayaan  Persercan
dengan nilai kurang dari 50% {lima puluh
persen} dari total seluruth harta kekayaan

zebagai

of such committees at the end of fiscal year of
Company, and to support the introeduction of good
corporate  governance principles by Company,
Board of Directars must set up and as such shali be
authorized to appoint and dismiss corporate
secretary or to determine the composition of
working units within corporate secretary including
the designated persons-in-charge.

Members of Board of Directors shall he collectively
held responsible for the loss suffered by Company
as the result of fault or negligence of the members
of Board of Directors in implementing the given
duties. Members of Board of Directors shall not be
held responsibie for the loss of Company if it can be
proved:

a. not due to its fault or negligence;

b. have managed Company with good faith and fuil
of responsibility and in prudent way and based
on the objectives and goals of Company;

¢. ho conflict of interest, aither directly or
indirectly, in management actions that cause
loss; and
d. have taken any measure to prevent the loss
nccurrence or the continuation of such loss.
Board of Directors shall be empowered to represent
Company in or out of court for any and all matters
and events, bind Company with other partles and
other parties with Company, and do any action,
either relating to the management or ownership,
with limitations as established in particle & of this
Article while taking laws and regulations applicable
in Indoensia Capital Market into account.

Actions by Board of Directors inclusive of:

a. borrow or lend money on the name of Company
{inot including take Company's money in bank)
except for running day-to-day husiness
activities;

b. bind Company as guarantor/principal;

c. sell or otherwise release the rights over real
properties of Company with value less than 50%
{fifty] percent of Company's assets excluded
from paragraph 7 of this Article;

d. buy, receive the transfer of or otherwise acqulre
the rights over real properties;

e. secure Company's assets with value less than
S (fifty percent) of total assets of Company in
1 [one} fiscal year with due attention to
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Persercan dalam 1 [satu} tahun buky, dengan
memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
harus mendapat persetujuan dari Dewan
Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan
vang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :

a. mengalihkan, melepaskan hak yvang jumlzhnya
lekih dari 1/2 (satu per dua} bagian dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan
seluruh harta kekaysan Perseroan, baik dalam 1
{satu) transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendif ataupun yang berkaitan satu
sama lain dalam jengka waktu 1 [satu] tahun
buku: atau

b. mepjadikan jaminan utang kekayaan Ferseroan
vang jumlahnya lebih darn 1/2 {satu per dua)
bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan
atau merupzkan seluruh harta kekavaan
Persergan, baik dalam 1 {satu] transaksi atau
beherapa transaksi vang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lair;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS

sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 huruf ¢ Piagam Dewan

ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku

di bidang Pasar Maodal.

Untuk menJalankan perbuatan hukum berupa

transaksi yang memuat Benturan kepentingan

antara kepentingan ekonomis pribadi  anggota

Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham,

dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi

memeriukan persetujuan RUPS sebagaimana digtur
dalam Pasal 13 ayat 9 Piagam Dewan ini,

Seorang anggota Direksi tidak berwenang

mewakili Perseroan apabila :

i. terdapat perkara di pengadilan antara
Perseroan dengan anggpeta Direksi yang
bersangkutan;

ii. anggota Dirgksi yang  bersangkutan
mempunyal kepentingan yang berbenturan
dengan kepentingan Ferseroar.

lii. angeota Direksi  vang  bersangkutan
diberhentikan untuk sementara
sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 5 ayat &
Piagam Dewan ini, terhitung sejask
keputusan pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris sampat dengan
1) terdapat keputusan RUP:  vang

menguatkan  atau  membatalkan
pemberhentian sementara  tersebut;
atau

9.

provisions of paragraph 7 of this Article; subject
to consent of Board of Directors while taking the
pravisions of laws and regulations applicable in
Capltal Market into account.

-

For |egal actions that follow:

a. transfer, release the rights over assets with the
value more than ¥ (half) of net assets of
Company or representing the total assets of
Company, either in 1 (one} fransaction or
several fransactions, separately ar
intercorrelated, in 1 {one) fiscal year; or

b, secure the assets of Company as debt collateral
in amount more than % {half} of net assets of
Company or representing the total assets of
Company, either in 1 lone] transaction or
several transactlons, separately ar
intercorrelated;

Board of Directors must acquire approval of GIMS as

referred to in Article 13 paragraphl letter c of this

Chapter with due attention to regulations applicable

in Capital Market.

For tegal actions of transactions containing conflict

of interest between personal economic interest of

the members of Board of Directors, members of

Board of Commissioners or shareholders and the

economic interest of Company, Board of Directors

reeds to acquire approval of GMS as established in

Article 12 paragraph 9 of this Charter.

a. A member of Board of Directors shall not be
authorized to represent Company in the gvent
of:

i. on-going legal proceedings in the court
between Company and member of Board of
Directors concerned;

ii. the interests of member of Board of
Directrars conflicting with the interest of
Campany;

iit. member of Board of Directors has heen
suspended as referred to In Article 5
paragraph 6 of this Chapter as from the date
of suspension decision by Bpard of
Cammissioners untll;

1} GMS resolution canfirming or annulling
such suspension; or
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2} lampaunya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat 8 Piagam

Bewan ini.
b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasalini,
vang berhak mewakili Perseroan [dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Plagam Dewan

In1} adalah ;

i. anggota Direksi leinnva  vang  tidak
mempunyai benturan kepentingan dengan
Foerseroan:

ii. Dewan ¥Komisaris dalarn hal seluruh anggota
Direks] mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan; atau

iit. pibak latn yang ditunjuk oleh RUPS dalam
ha! seluruh anggota Direksi atae Dewan
Komisarls e mpLnyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.

c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal
ini thdak mengurang] ketentuan Pasal 13 ayat 9
Fiagam Crewan ini.

a. Direktur Utama, berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
rmewaklli Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sehbab apapun juga, hal
mana tidak peris dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya,
berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi
untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
seorang atau lebik sebagai wakil atau kuasanya
dengan memberikan kepadanya kekuazsaan atas
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat
kuasa, wewenang vyang demikian  harus
dilaksanakan sesuai dengan Piagam Dewan.

Segala tindakan dari para anggota Direksi yang
bertentengan dengan Piagam Dewan adalah tidak
sah.

Pembaglan tupas dan wewenang setiap angoota
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
Direksi.

Direksi dalam mengurus danfatau  mengelola
Persercan wajib bertindak sesuzi dengan keputusan
yang ditetapkan oleh RUPS.

Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi
yang belum diatur dalam Piagam Dewan mengacy
pada Peraturan OIK di bidang Pasar Modal dan

10.

11.

12

13

14,

15.

21 the lapse of time as referred toin Article
% paragrapgh 8 of this Chapter.

b. Incase of paragraph 9 point a of this Article, the
parties empowered to represent Company
{without prejudice to provisions herein) shall
include:

i. other member of Board of Directors having
no conflict of interest with the interest of
Company;

it. Bpard of Commissioners if all memhbers of
Eoard of Directors have conflict of interest
with Company; or

iii. other parties as designated by GMS if all
membars of Board of Directors or Board of
Commissioners have conflict of interest
with Company.

£, Provisions of paragraph & point a and point b of
this Article shall not impair the provisions of
Article 13 paragraph © of this Charter,

a. President Director shall be empowered and
authorized to act for and on behalf of Board of
Directars and represent Company;

b. Inthe event that President Director is absent or
prevented for any reason whatsoever, which is
not necessarily proved to the third party, then
other member of Board of Directors shail be
empowered and authorized to act for and on
behalf of Board of Directors and represent
Compary.

Without prejudice to its responsibilities, Board of
Directors for particular actions shall be also
empowered to appoint one or More pErson as
deputy or designee by granting such person(s} with
power Tar particular actions set forth in a power of
attorney, such power must bhe exercised in
compliance with this Charter.

Any action taken by members of Board of Directors,

which is found In contradiction with this Chapter, is

illegal.

The allocation of dutles and authorities to each

member of Board of Directors shall be decided by

6MS and for thls purpose It can be devolve by GiWS
to Board of Commissicners, in case of no decision by

GMS on this matter, the allocation of duties and

autharities to the members of Board of Directors

shall be established in a Board of Directors decision.

Board of Directors in  adminlstering andfor

managing Company must act according to the

resolutions decided by GMS.

Provisions relating to the Duties and Authorities of

Board of Directors not yet established in this Charter

shall refer to CJK Regulation concerning Capital



ketentuan serta peraturan perundangan lzinnya
yang berlaku,

PASAL 3. RAPAT DIREKSI

Direksi wajib mengadakan Rapat Direks] secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap
bulan, dan mengadakan Rapat Direks| bersama
Dewan Komisaris secara berkala paling kureang 1
{satu) kali dalam 4 {empat) bulan, kecuali bilamana
dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih
anggota Direks] atau atas permintaan tertulis dari
Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari
1 [satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-
sama mewakili sedikitnya 1/10 ({satu per sepuluh}
bagian dart jumlzah seluruh saham dengan hak suara
vang sah, dengan menyebuiksn hal-hal yang akan
dibicarakan.

FPemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertindzk untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 2 Piagam Dewan.

Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan
dengan surat tercatat, atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggots
Direks] dengan mendapat tanda terima atau dengan
telegram, telex, falsimile yang ditegaskan dengan
surat tercatat selambat-lambatoya 7 {tuluh) hari
sehelumm  rapat  diadakan, dengan  tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota
Direksi {atau penggantinya, tergantung kasusnyal
dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini
atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.

Permanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan
antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat
yang berlsikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam
rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam
rapat.

Rapat Direksi diadakan di termpat kedudukan
Persercan atau di tempat kegiatan uszha utama
Perserpan di dalam wilayabh Republik Indongsia.
Apabila sermua anggota Direksi hadir atau diwakili,
pemanggilan  terlebih  dahuly  tersebut  tidak
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di
manapun di dalam wilayah Republik Indonesia
sebapaimana yang ditentukan oleh Direkst dan
Rapat Direksi tersebut berhak  mengambhil
keputusan yang sah dan mengikat.

Market and other prowisions and laws and
regulations as applicable,

ARTICLE 3. THE MEETING OF ROARD OF DIRECTORS

1. Board of Directors must convene Meeting of Board

of Directors on periodic basis at least 1 {one) tirme in
a month, and organize a jeint meeting of Board of
Directars and Board of Commissioners on periodic
basis at least 1 (one) time every 4 (four] months, or
otherwise as deemed necessary at the request of
ane or more member of Board of Directors or at
wiitten request of Board of Commissioners or at
written request of 1 {one) or more shareholder
collectively representing at least 1/10 {one-tenth} of
shares with valid voting rights while specifying the
agenda(s) for discussion.

Invitation for the Meeting of Board of Directors shall
be made by the member of Board of Directors
empowered to act for and on behalf of Board of
Directors pursuant to Article 1 of this Charter.
Invitatlon for the Mesting of Board of Directors
must be sent by registered post, or personally
delivered to every member of Board of Directors
evidenced with a receipi or by telegram, telex,
facsimlle confirmed with registered letter no later
than 7 {seven) days before the meeting, nat
including the date of invitation angd date of meeting,
provided that all members of Board of Directors {or
thelr proxies, as the case may be) shall reserve the
right to, in writing, disregard this requirement or
approve shorter invitation.

Invitation for the Meeting of Board of Directors
must specify, inter alia, date, time, place and
apendas of the meeting to be discussed, and
attached with documents relevant to the discussion
in the meeting,

The Meeting of Board of Directors shall take place at
the domicile of Campany or the place where the
main business activities of Company are run within
the territory of the Republic of Indonesia. If all
members of Board of Directors are present or
represented, no prior invitation is required and the
Meeting of Board of Directors can be canvened at
any place within the territory of the Republic of
indonesia as decided by Board of Directors and such
Mesting shall be empowered to take valid and
binding resplutions.



6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam 6. The Meeting of Board of Directors shall be chalred

10.

11.
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hal Birektur Utama tidak hadir atau berhalzngan
karena sehab apapun juga, hal mana tidek perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direkst
akan dipiimpin gleh salah seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari antara para anggota
Direksi yang hadir danfatau diwakili dalam Rapat
Direksi yang bersangkutan.

Searang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi  |ainnya
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus
untuk keperluan tersebut.
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambi
keputusan yang sah dan mengikat apabila lekib dari
1/2 (satu per dua) bagian dasi jumlah anggota
Direkst hadir atau diwakili secara sah dalam rapat
tersebut.
Keputusan Rapat Lireksi harus diambil berdasarkan
musyawarah uniuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka kepuiusan diambil dengan
pemungutan stara berdasarkan svara setuju lebih
dari 1/2 {satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Apabila swara yang setuju dan vang tidak setuju

berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan

menentutkan,

a. Sefiap angpota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 {satu} suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setlap anggota Direksi laln
vang diwakilimya.

b. Femungutan suara mengenal diri orang
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan
kecuall Ketua Rapat Direksi menentukan fain
tanpa ada keberatan berdasarkan suara
terbanyak dari yang hadir,

c. Suara abstain [blanko) dianggap mengeluarkan
suara vang sama dengan  dengan  suars
mayaritas yang mengeluarkan swara dalam

rapat.
Dari segala sesuatu  yang dibicarekan dan
diputuskan dalam Rapat Direksi harps  dibuat

Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh
seorang notulis yang ditunjuk oleh Hetua Rapat
Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan
dan dikonfirmastkan kepada para peserta Rapat
Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh
anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan
dizampaikan kepada selurub angpota Direksi, dalam
hal terdapat =enggota Direksi vang tidak
menandatangan!  Risalah  Rapat Direksl, yang

10.
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12,

by President Director, in the event that President
Director is absent or prevented for any reason
whatsoever, which is nat necessarily proved to the
third party, the Meeting of Board of Directors shall
be chaired by ane member of Board of Directors
selected by and of the members of Board of
Directors present amd/or represented in the
Meeting of Board of Directors.

A member of Board of Directors can be represented
In the Meesting of Board of Directors by other
member of Board of Directors under power of
attorney specifically granted for this purpose.

The Meeting of Board of Directors is legitimate and
ernpowered to adopt valid and binding resalution if
mare than 3 (half) of members of Board of Directors
duly present or represented in the meeting.

The resolutians of the Meeting of Board of Directors

must be taken in amicable way to reach consensus,

If no amicable resolution for consensus is reached,

the resolutions shall be taken by voting, for which

afflrmative votes more than % (half) of total valid
votes cast legitimately in the meeting will be

Necessary.

In case of tied votes of affiemative votes and

dissenting votes, chairman of the Meeting of Board

af Directars shall decide,

a. Ewvery member of Board of Directors present in
the meeting shall be entitfed to cast 1 (ong)vote
and (1) additional vote for another member of
Board of Directors he/she represented.

b. Voting for individual shall be made with closed
and unsigned ballats, as for voting of other
matters, it can be carried out in oral unfess
Chairman of the Meeting of Board of Directar
decides otherwise without any ablection from
the majority of attendeas,

¢. Abstain {blank] votes shall be deemed to cast
voles same as the majority of votes in the
meeting.

Any metter discussed and decided in the Meeting of
Board of Directors must be set out in Minutes of the
eeting of Board of Directors, The Minutes of the
tMeeting of Board of Directors must be prepared by
an official designated by Chairman of the Mesting of
Board of Directors and after read aut and confirmed
to the participants of the Meeting of Bcard of
Directors such Minutes of the Meeting of Directors
must be signed by all members of Board of Directors
attending the Meeting of Board of Directors and
distributed to all members of Board of Directors, for
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15,

bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dafam surat tersendiri yang dilekatkan pada
Rlszlah Rapat Direksi. Risalah inf merupakan bukti
yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk
pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil
dalam rapat vang bersangkutan. Apabila Risalah
dibuat cleh Motaris, penandatanganan demikian
tidak disyaratkan.

Direkst dapat Juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud
dan semua anggota Direksi  memberikan
parsetujuan mengenai usul vang digjukan secara
tertulis  tersebut  dengan  menandatangani
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekustan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalarm Rapat Direksi.

Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh
{seperti telekonferensi, video konferensi atau
zsarang media elektronik lainnya) apabila cara
tersebut memungkinkan semua peserta saling
mendengar atau mejihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi  dalam rapat.
Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan
keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut
sama dengan persyaratan rapat biasa,

Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum
diatur dalam Piagam Dewan ini mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
peraturan yvang berlaky di Pasar Modal.

PASAL 4. DEWAN KOMISARIS

I

Dewan Komisaris terdtri dart sekurang-kurangnya 2
{dua} orang anggoia Dewan Komisaris, seorang di
antaranys diangkat sebagai Komisaris Utama,
bilamana diperlukan dapat diangkat secrang atau
leblh Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya
diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib
memiliki Komisaris Independen sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan  peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Yang dapat menjadi anggota Dewan Kornisaris
adalah orang persecrangan  yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang beraku di bidang
Pasar Modal,
Selain  memenuhi
dimaksud dalam

persyaratan  sebagaimana
ayat ? Pasal ini, pengangkatan

13.

14,

15.
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any member of Board of Directors wheo refuses to
sign Minutes of the Maeting of Board of Directors
such member must mention the reasons in writing
with a separate letter sttached to Minutes of the
Meeting of Board of Directors. Minutes of the
Meeting of Board of Directors constitute valid
evidence for the members of Board of Directors and
far the third parties relating the resclutions taken in
the meeting. For Minutes prepared by Motary, such
signing is not required.

Board of Directors can alsdtake valid resolutions
withaut convening Meeting of Board of Directors
provided that all members of Board of Directors
have been notified in writing with regard o the
propased resolutions and all members of Board of
Directors give their approval to such proposal in
writing by signing the motion. Such resolutions shall
have equal legal authority to the resolutions taken
tegitlmately in the Meeting of Board of Directors.

The Meeting of Board of Directors can be arranged
as remote meeting [e.g teleconference, video
conference or other electranic media) if such
method epables all participants to hear or e each
other directlty and participate [n the mesting
Requirements for quarum and resslution-making in
this remote meeting shall be same as requirements
for normal meeting.

Frovisions relating to the Meeting of Board of
Directors not yet established in this Charter shall
refer to the provisions of laws and regulations
applicable in Capital tMarket.

ARTICLE 4. BOARD OF COMMISSIONERS

-

Eoard of Commissioners shall consist of at least 2
{two) members of Board of Cammissioners, one of
whom shall be appointed as President
Commissicner, f deemed necessary one or more
Deputy for President Commissioner can  be
appointed, and the other shall be appainted as
Commissioper, Company must have lndependent
Commissioner as required in laws and reguiations
applicable in Capital Market.

Those qualifizd far the members of Board of
Commissioners shall include individuals who comply
with requirements as established in laws and
regulations applicable in Capital Market.

Apart fram compliance to the requirements as
referred to in paragraph 2 of this Article, the
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anggaota Dewan Komisaris dilakukan dengan
memperhatlkan persyaretan lzin  berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saty periode masa jabatan anggota Dewan
Kamisaris adalah 5 {lima) tahun atau sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu)
pericde masa jabatan dimeksud, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
sebglum masa Jabatannya berakhir, dengan
menyebutkan alasannya setelsh anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalarm
RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku
sejak  penutupan RUPS  yang  mernutuskan
pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain
diteniukan oleh RUPS,

Setelah masa jabatan berakhic anggota Dewan
Komisaris tersebut dapat diangkat kembali olek
RUIPS.

Fara anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau
honorarium dan  tunjangan yang  besarnya
ditentukan oleh RUPS.

Apahila aleh suatu sebab apapun Jabatan anggota
Dewan Komisaris lowong, vakni jumlah anggota
Dewan Komisaris kureng darl jumlah  vang
ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam
jangka waktu 99 [sembilan puluh) hari setefah
terjadinya lowongan tersebut, wajily
dizetenggarakan AUPS untuk mengisi [awongan itu,
iasa jebatan seorang yang diangkat untuk mengisi
lowengan tersebut adalah sisa masa jabatan dari
anggpta Dewan Komisaris yang jabatannya telah
menjadi lowong tersebut.

Anggota Drewan Komisaris dapat mengundurkan diri
tlar] jabatannya sebelum masz jabatannya berakhir,
dan wajib rmenyampaikan permaohonan
pengunduran dini tersebut kepada Perseroan.
Perserpan wajle menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan  permobonan pergunduran  dir
anggota Dewan Komisaris paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya
permobonan pengunduran dir tersebut. Kepada
anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan dini
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat
dirintakan pertanggungjawabannya sejak
pengangkatan yang bersanghutan sampai dengan
tanggal pengunduran dirinya datam RUPS tersebut,
Fersercan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada QK
terkait ayat & dan 9 Pasal ini, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan  peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
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appointment of members of Board of
Commissioners shall consider other reguirements
set in the prevailing laws and regulatlons.

The term of service of a member of Board of
Commissloners shall continue for 5 {five) years or
until the closing of Annual GRS at the end of 1 term
of service period, without prejudice to the rights of
GMS to dismiss at any time such member of Board
of Commissioners before the expiration date of
his/her term of service, by specifying the reasons
after the affected member of Board of
Commissioners has been granted with opportubity
to attend in GMS for defense. Such dismissal shall
take into effect as of the closing of GMS deciding
such dismissal or other date as decided otherwise by
G,

After the term of service of a member of Board of
Directars expires, the same can be appointed again
by GMS,

The members of Board of Commlssloners can
receive salary or honorarium and benefits In
amounts as decided by GMS.

If duz to any reason whatsoever, position of 2
rmembaer of Board of Commissioner becomes vacant,
i.e. the number of members of Board of Directors
less than that stated in paragraph 1 of this Article,
within 90 [ninety] days as from such vacandy, G5
must be convened to fill the vacancy. The term of
seryice for individual appointed to fill the vacancy
shall be the remaining term of service of the
member of Board of Commissioners whose position
becomes vacant,

A member of Board of Commissioners can propose
earlier resignation, and must submit resignation
letter to Campany,

Company must hold GiWS to decide the resignation
propased by a member of Board of Commissloners
no [ater than 90 [ninety) days after the receipt of
resignation letter. For the member of Board of
Commissioners who resigns as referred above, such
member may be asked to deliver accountability
starting from his/her appointment until the date of
resignation before GMS

With regard to paragraph % and 10 of this Article,
Company must disclose information to the public
and notify QOJK pursuamt to laws and regulations
applicable in Capital Market.



11. Dalam hal angaota Dewan Komisaris mengundurkan 11, If the resignation of a member of Board of
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diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan
Komisaris menjadi kurang dari vang diatur pada ayat
1 Pasal Ini, maka pengunduran diri tersebut sah
gpabila telah ditetapkan olebh RUPS dan telah
diangkst anggota Dewan Komisaris yang baru
sehingge memenuhi persyaratan minimal jumlah
anpgaota Dewan Komisaris tersebut.

Jahatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. Menlnggal dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

¢. Diberhentikan berdasarkan RUPS;

d. Dinyatakan pzilit atau ditarubh di  bawah
pengampuan hardasarkan suatu  keputusan
Fengadilan;

e, Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Dewan Komisaris  berdasarkan

keteptuan Piagam Dewan dan

perundang-undangan lainnya.
Ketentuan mengenat Dewan Kemisaris yang belum
diatur dalam Plagam Deawan mengacy pada
Paraturan QUK di bidang Pasar Madal dan ketentuan
serta peraturan perundangan lainnya yang beraku,

peraturan

PASAL 5. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN
KOMISARIS

1

Dewan Komisaris bertugas -

a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab
aras pengawasan terhadap kekijakan
pengurusan, jalannya pengurusan  pada
umumnya, balk mengenai Persercan maupun
usaha Persercan, dan memberi nasihat kepada
Direksi;

b. memberikan persetujuan atas rencana kerja
tahunan  Persercan,  selambat-lambatnya
sebelum dimulainya tahun huoko yang akan
datang;

c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan
kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaky danfatau
berdasarkan keputusan RUPS;

d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung
jawab sesuai dengan ketentuan Piagam Dewan
Perseroan dan keputusan RUPS;

g. meneliti dan menelaah laporan tahunan vang
dipersiapkan aleh Direksi serta menandatangani
laporan tahunan tersebut;

f.  mematubi Piagam Dewan dan  peraturan
perundang-undangan, serta wajlh
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian,

11
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Commissioners causes the number of memkbers of
Board of Commissioners become less than that
stated in paragraphl of this Article, such resignation
shall deemed legitimate after decided in GMS and
new member of Board of Commissioners has been
appointed to meet the required minimum number
of members of Board of Commissioners.

The position of member of Board of Commissionars
shall terminate in case of:

a. Death;

h. The expiry of Term of Service;

c. Dismissal under GMS resolutlon;

d. Banckrupcy or for the appointment of receiver

hased aon a court decision;

e, Mo longer meet the requiremants as 3 member
of Board of Commissioners under provisions
cantained n this Charter and the prevailing aws
and reguiations.

Provisions relating to Board of Commissioners not

vet established in this Charter shall refer to QlX

Regulation on Capital Market and other taws and

regulations as applicable.

ARTICLE 5. TASKS AND AUTHORITIES OF BCARD OF

COMMISSIONERS

1.

Board of Commissioner shall be tasked to:

a. oversee and hold responsible for the
supervision to management policies, the course
of management in general, either relating to
Company or business of Company, and give
advice to Board of Directors;

b. give approval to annual work plan of Company,
at least before the coming fiscal year starts;

¢.  perform tasks specifically given to It subject to
Artlcles of Assaclation, the prevailing laws and
regylations and/or GRS resolutions;

d. perform tasks, authgrities and responsibilities
as established in provisions of this Charter and
GMS resglutions;

e. wverify and review annual report produced by
Board of Directors and sign such anpval report;

f.  Abide this Charter and laws and regulation, and
must intraduce professtonalism, efficiency,
transparency, independency, accountability,
responsibility and fairness principles;



skuntabilitas,
kewa)aran,

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi
sesuai dengan ketentuan dan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan
tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk
maupun  menentukan  susupan  komite  audit
maupun kamite lzinnya sebagalmana ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan
vang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban
melakukan evaluas! terhadap kinerja komite-komite
tersebut setiap akhir tahun buku Perseraan,

Sehuhungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana

vang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan

Kornisaris berkewsjiban:

a. Menpgawasi pefaksanaan rencana keria tahunan
Perseroan.

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,
dan dalem hal Ferseroan menunjulkkan gejala
kemunduran  yang  mencolok,  segera
melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran
mengenai langkah perbaikan vyang harus
ditempuh.

. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenal setiap persoalan  lainnya yang
dlanggap penting bagi pengelolaan Ferseroan.

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang
ditentukan oleh RUPS.

e, Memberlkan tanggapan atas laporan berkala
Direksi dan pada setiap waktu yang diperiukan
mengenal perkembangan Perseroan.

pertanggungjawahan, serta

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kera
kantor Perseroan berhak memasuk| bangunan dan
halarman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Persercan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, persediaan barang, memeriksa dan
mencocokkan keadzan uang kas {untuk keperluan
verifikast) dan lain-lain surat berharga serta berhak
untuk mengetahui segala tindakan yang telzh
dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi
dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang
membantunya,

Jika dianggap perly, Dewan Komisaris berhak
meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan
tugasnya untuk jangka waldu terbatas atas beban
Perseroan.

Pembagian kerja di antara para anggota Dewan
Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran

12

g perform nomination and  remungration
functions subject to the prevailing provisions
and laws and regulations.

To support effectiveness in the performance of such
supervisory duties and responsibilities, Board of
Commissioners must establish or decide the
composition of audit committee or  other
commitees as provided for in laws and regulations
applicable in Capital Market, and must evaluate the
performace of such committees per the end of fiscal
year of Company.

With regard to the duties of Board of Commissioners
as referred to in paragraph 1 of this Article, Board of
Commissioner must:

a. Oversee the implementation of annual work

plan of Company.
b. Follow the progress of Company, and if
Company shows significant  downturn,

immediately report to GMS while proposing
corractive measures that must be taken,

c. Deliver opinions ang suggesstions to GM5 for
any matter deemed impartant for the
management of Company,

d. Perform other supervisory dutles as decided by
GMS.

e, Give comments to pariodic reports produced by
Board of Directors and at any time as deemed
necessary with regard to the development of
Company.

Board of Commissioners at any time during office

hours of Company shall be empowered to enter

building and premises or other places used or
controlled by Company and authorized to check all
bookkeeping, letters and other evidence,
inventories, inspect and examine the condition of
cash money {for verification purpese) and other
securities and also entitled to know any action that
has been performed by Board of Directors, and in
this case Board of Directors and any member of

Board of Director must provide clarification of

anything asked by the members of Board of

Directors or experts assisting them.

If deemed necessary, Boapd of Commissioners shall
be entiled to ask for expert assistance in perfarming
[ts duties for a limited time at the expense of
Company.

Job allocation among the members of Board of
Commissioners shall be arranged internally, and to
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tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu olzh
seorang sekretaris yang diangkat oleh Bewan
Komisaris atas beban Persercan.

Dewan Komisaris setiap  waktu  berhak
membethentikan untuk sementara wakiu seorang
atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila
anggota Direksi tersebut dianggap bertindak
bertentangan dengan Piagam Dewan Ini dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
melalaikan kewajtbannya atau terdapat alasan yang
mendesak bagi Persercan.

Pamberhentian sementara itu walib diberitahukan
sacara tertulis kepada yang bersangkutan dengan
disertai alasan dari tindakan tersebut.

Dalam jangka waktu paling 'ambat 90 (sermbilan
puluh} harl setelah tanggal pemberhentian
sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
fmenguatkan pemberhentian sementara tersebut,
sedangkan  kepada  anggota  Direlsl  yang
diberhentikan sementara tu diberi kesempatan
urtuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam
RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh
Komizariz Utama dan dalam hal Komisaris Utama
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka RUFS akan dipimpin oleh salah seocrang
anggata Dewan Kornisaris lainnya, dan dalam bal
seluruh anggota Drewan Komisaris tidak hadir ataw
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
RUPS dipimpin oleh seorang yang dipitih aleh dan
dari antsra pemegang saham danfatau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang
bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka
wakt 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggzl
pemberhentian sementara itu, maka
permberhentian sementara tersebut menjadi batal
demi hukum dan yang bersangkutan berhak
menduduki kembali jabatanmva.

Apabila selurvh anggota Direksi diberhentikan
untuk setnentara dan Perseroan tidak mempunyal
searangpuh anggota Direksi, maka untuk sementara
Dewan Komisaris diwsjibkan untuk mengurus
Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih di antara
mereka atas tanggungan mereka bersama.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajlb
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur
dalarn Piagam Dewan ini dan peraturan perundang-
undangan.
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facilitate the performance of its duties, Board of
Commissioners can be assisted by & secretary
appointed by Board of Commissioner at the expense
of Company.

Board of Commissioners shall be empowered 1o at
any time suspend one or more member of Board of
Directors from hisfher positions if the same has
beed deemed to be In coniradiction with this
Charter and the prevailing laws and regulations or
disregard obligatlons or in case of urgent reason for
Company to do so.

Such suspension must be notified in writing to the
atfected memberls) while specifying the reasuns of
taking such action.

No later than S0 (ninety) days as from the
suspensicn, Board of Commissichers must convene
GMS to annul or confirm the suspension, for the
suspended member of Board of Directors he/she
shall be granted with opportunity to attend GMS for
defense. Such GMS5 shall be chaired by President
Commissioner and ¥ President Commissioner is
absent or prevented for any reason whatsoever,
which is not necessarily proved to the third party,
GMS shall be chaired by other member of Board of
Commissicners, and in the event that all members
of Board of Commissioners are absent or prevented
for any reason whatsoever, which is not necessarily
proved ta the third party, GMS shail be chalred by a
person selected by and of shareholders andfor
proxies of shareholders present in GMS. If GMS as
referred to in paragraph & of this Article can't be
convened within 90 [ninety) days after the date of
suspension, then such suspension shall be legally
annulled and the affected member must be
reinstated to hisfher position,

If all members of Board of Directors are suspended
and Company has ne member of Board of Directors,
for the time being Board of Commissioners must
manage Company, under this circumstance the
power shall be termporarily divided to one or more
member for collective respansibility,

Under certain clreumstance, Board of
Cammissioners must convene Annual GMS and
other GRS respective of its authorities as provided
farin this Charter and laws and regulations.
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Dewan Komisaris depat melakukan tindakan
pengurusan Persercan dalam keadaan tertentu
untuk jangka wakiu tertentu, sebagaimana
ditetapkan dalam Piagam Dewan ini atau keputusan
RLPS.

Ketentuan mengenal Tugas dan Wewenang Dewan
Komisaris yang belum diatur dalam Piagam Dewan
mengacu pada Persturan CUK di bidang Pasar Modal
dan ketentuan serta peraturan perundangan
lainnya yang berfaku.

PASAL 6. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan
Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalamn 2 [dva] bulan, dan mengadakan Rapat Dewan
Komisaris bersama Direksi secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 {empat) bulan, dengan
memperhatikan  peraturan  perundang-undangan
dan peraturan yang beriaku di bidarg Pasar Modal,
kecualt bitamana dipandang perlu oleh Komisaris
Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah anggota Dewan ¥Xomisaris atau atas
permintaan tertulis dari Rapat Direksi ataw atas
permintaan dari 1 [satu] pemegang saham atau
lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10
{satu per sepuluh) bagian dari jumnlah seluruh saham
denpan hak suwara yvang sah, dalam repat mana
Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
Femanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh
Kamisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama
berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk aleh Komisaris Utarma.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk
anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota
Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau
disampaikan secara langsung dengan mendapat
tanda terima yang layak, atau dengan telegram,
telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat
tercatat selambat-lambatnya 14 {empat belas} hari
dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3
(tiga) hari sebelurn rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Dewan  Komisaris  harus
mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat
dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan
dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai
dengan  dokumen-dokumen vang berhubungan
dengan diskusi dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
utama Perseroan di dalam wilayah Republik
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ARTICLE &,

Board of Commissioners can take managemsent
actions for Company for particular conditions and
for limited period of time as established in this
Charter or G35 resalutions.

. Provisions concerning the Duties and Autharitles of

Board of Commissioners not yet established in this
Charter shall refer to OJK Regulation concerning
Capital Market and other provisions and laws and
regulations as applicable.

THE MEETING OCF BDARD OF

COMMISSIONERS

1.

Board of Commissioners must convens the Meeting
of Board of Commissioners on periodic basis at [east
2 {two) times in a month, and organize = joint
meeting of Board of Directors and Board of
Commissioners on periodic basis at least 1 {one)
time every 4 (four] months with due attention to
laws and regulations applicable in Capital Market, or
otherwise as deemed necessary at the request of
President Commissioner or 1/3 {one-third) of
members of Board of Commissioners or at written
request of Board of Directors or at written request
of 1 {one] or more shareholder collectively
representing at least 1/10 [one-tenth} of shares with
valid wvotlng rights, In such meeting Board of
Commissioners can invite Beard of Directars.

Invitation for the Meeting of Board of Commissianer
shall be made by President Commissioner, or a
member of Board of Commissioners designated by
President Commissioner in case of prevented
President Commissioner.

Invitation  for  the Meeting of Board of
Commissioners, both for members of Board of
Cormmissioness or members of Board of Directors
must be sent by registered post evidenced with an
acceptable receipt or by telegram, telex, facsimile
confirmed with registered letter no later than 14
{fourteen) days before the meeting and for urgency
no later than 3 [three} days before the meeting.

Imvitatlon for the Meeting of Board of
Commissioners must speclfy, mter alia, date, time,
place and agendas of the meeting to be discussed,
and attached with documents relevant to the
discussion in the meeting.

The Meeting of Board of Commissioners shall take
place at the domicile of Company or the place where
the main business activities of Company ate run
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Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris
hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
Komilsarls dapat diadakan di mapapun di dalam
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditentukan oleh Dewan Komlsarfs dan Rapat Dewan
Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan
vang sah dan mengikat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komizariz
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibukiikan kepada pihak ketiga, maka
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilib oleh
dan darl antara para anggota Dewan Komisaris yang
hadir  danfatav  diwakili dalam Rapat Dewan
Komisaris yang bersangkutan.

Seorarg anggota Dewan Komisaris dapat dlwakili
dalarm Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuass
vang diberikan khusus untuk keperluan tersebut,

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila lebib dari 1/2 {satu per dua) bagian dari
jumlah anggota Dewan Komisarls hadir ataw diwakili
secara sah dalam rapat tersebut.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil
berdasarkan musyewarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mutakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
permungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
ari 1/2 {satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam rapat.

Apabila suara yang setuju dan tidak setuju

berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris

yang akan menentukan.

a. bSefiap anggota Dewan Komisaris yang hadir
berhak mengeluarkan 1 {satu) suara dan
tambahan 1 {satu) suara untuk setiap anpeots
Dewan Kamisarls lzin yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangen, sedangkan pemungutan suarg
mengenai hal-hal kin dilakukan dengan lisan
kecuali Ketuz Rapat Oewazn Komisaris
menentukan lain  tanps ada keberatan
herdasarkan suara terbanyak darl vang hadir.

€. Suara abstain [blanko) dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan dengan  suarg
mayoritas yang mengeluarkan suara dalam
rapat.
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within the territory of the Republic of Indanesia, If

all members of Board of Directors are present aor

represented, no priar invitation is required and the

Meeting of Board of Commissioner can be convened

at any place within the territory of the Republic of

Indonesia as decided by Board of Commissioners

and such Meeting shall be empowered to take valid

and binding resalutions.

The Meeting of Board of Commissioners shall be

chaired by President Commissioner, in the event

that Pres|dent Commissiaoner is absent or prevented
far any reason whatsoever, which is not necessarily
proved to the third party, the Meeting of Board of

Commissioners shall be chaired by one member of

Board of Commissioners selected by and of the

members of Board of Commissioners prasent

andfor represented in the Meeting of Board of

Commissionars,

A member of Board of Commissioners can he

represented in the Meeting of Board of

Commissioners by other member of Board of

Commissioners under power of attorney specifically

granted for this purpose.

The Meeting of Board of Commissioners is

legitimate and empowered to adopt valid and

binding resclution if more than % (half] of members
of Board of Commissioners duly present or
represented in the meeting.

The resclutions of the Meeting of Board of

Commissioners must be taken in amleable way to

reach consensus, If no amicable resolution for

consensus is reached, the resolutions shall be taken
by voting, based on affirmative votes mare than ¥

{half} of total valid vates cast [egitimately in the

meeting.

In case of tied votes of affirmative votes and

dissenting votes chairman of the Meeting of Board

of Commissioners shall decide.

a. Every member of Board of Commissioners
present in the meeting shail be entitled to cast
1 {one) vote and [1) additional vote for another
member of Board of Commissioners he/fshe
represented,

b. ‘Woting for individual shall be made with closed
and unsigned ballots, as for voting of other
matters, it can be carried out in oral unfess
Chairman of the Meeting of Board of
Commissioners decldes otherwise without any
objection from the majority of attendees.

€. Abstain {blank} votes shali be deamed to cast
votes same as the majority of votes in the
meeting.
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Dari segala sesugtu yang dibicarakan
diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus
dibuat Risalah Rapat Dewan Komlsaris oleh seorang
notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan
Komisaris dan setelah Risalah Rapat [Dewan
Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada
para peserta Rapat ODewan Komisaris, kemudian
ditandatangani oleh sefuruh anggota Dewan
Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris
dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan
Kamisaris vang tidak menandatangani Risalah Rapat
Dewan Komisaris, yang bersangkutan walib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat
tersendiri vang dilekatkan pada Risalah Rapat
Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti vang
sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk
pibak ketiga mengenal keputusan yang diambil
dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah
dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut
tidak disyaratkan.

Dewan Komisarls dapat juge mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan
Komisaris, dengan ketentuan semua angeota
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis
mengenai usul keputusan yang dimaksed dan
semua  anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenal usul vang diajukan secara
tertulis  tersebut  dengan  menandatangani
persetujuan  tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
calam Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui
jarak jauh [seperti telekanferans), vides konferensi
atau sarans media elektronik lainnya) apabila cara
tersebut memungkinkan semua peserta saling
mendengar atau melihat dan mendengar secara
tangsung serta berpartisipasi delam rapat.
Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan
keputusan untuk rapai-rapat jarak jauh tersebut
sama dengan persyaratan rapat biasa.

Ketentuan mengenai Rapat Drewan Komisaris yang
belum diatur dalam Plagam Dewan ini mengacu
padz peraturan perundang-undangan yang berlalu
dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

PASAL 7. RENCANA KERJA, TAHUM BUKU DAN -
LAPDRAMN TAHUNAN
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dan 12, Any matter discussed and decided in the Meeting of

Board of Commissioners must be set out in Minutes
of the Meattng of Board of Commissioners. The
Minutes of the Meeting of Board of Commissioner
must be prepared by an official designated by the
Chairman of the Meeting of Board of Commissioner
and after read out and confirmed to the participants
of the Meeting of Board of Commissioners such
Minutes of the Meeting of Commissioners must be
signed by all members of Board of Commisslonears
present in the Meeting of Board of Commissioners
and distributed to all members of Board of
Commissioners, for any member of Board of
Commissioners who refuses to sign Minutes of the
Meeting of Board of Commlissioners such member
must mention the reasons Inwriting with a separate
leiter attached to Minutes of the Meeting of Board
of Commissioners. Minutes of the Meeting of Board
of Commissioners constitute valid evidence for the
members af Board of Commissioners and for the
third parties relating the resolutions taken in the
meeting. For Minutes prepared by MNotary, such
signing 15 not required.

Board of Commissioners can also take wvalid
resolutions without convening Meeting of Board of
Commissioners provided that all members of Board
of Commiszioners have bheen notiffed in writing with
regard to the proposed resclutians and all members
of Board of Commissioners give their approval to
such proposal in writing by signing the motion. Such
resolutions shall have equal legal authority to the
resolutions taken legitimately in the Mesting of
Board of Cammissioners.

The Meeting of Board of Commissioners can be
arranged as remote meeting {e.g. teleconference,
video conference or other electranic media) if such
method enables all participants to hear or see each
other directly and participate in the meeting.
Requirements for quorum and resolution-making in
this remaote meeting shall be same as requirements
for normal mesting.

Provisions relating to the Meeting of Board of
Commissieners not yet established in this Charter
shall refer to the provisions of laws and regulations
applicable in Capital Market.

ARTICLE 7. WDRK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL

REFORT
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Fahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 [satu)
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
saty) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan
Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.

Dirgksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku
yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut
disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang kerlaku di
bidang Pasar Modal.

Direksi menyusun Laporan Tabhunan yang di
antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari
neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yvang
bersangkutan beserta laporan  lainnya  sesbai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang herlaku, vang telzh dizudit aleh Akuntan Publik
yang terdaftar di QJK, serta telah ditandatangani
oleh semua anggota Direksi dan angpota Dewan
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna
mendapatkan persetujuan dan pengesahen dalem
RUPS Tahunan, dalam fangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah tabun bukw Persercan
berakhir. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia
untuk para pemegang saham di kantor Perseroan
sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan,
dengan jangka walttu sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan dan  peraturan
yang berlaku di hidang Pasar Modal,

Sebelum menandatangan| Laporan  Tahunan
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, Dewan Komisaris
akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan
tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta
bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan
kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan
yang dipertukan.

Persercan wajib mengumumkan Meracaz dan
Laporan Laba Rugi Perserpan dalam suret kabar
harizn berbahasa Indonesta yang berperadaran
naslanal, dengan  memperhatikan  peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.

PASAL B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1,

Rapat Umum Pemegang Saham ({“RUPS") dalam

Parseroan adalah :

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B Piagam Crewan ini.
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Fiscal year of Company shall continue from the 1*
{the first) of January and terminate on the 31
{thirty first] of Decemkber in the same year. At the
end of December every year, hookkeeping of
Company shall close.

Board of Directors shall submit annual work plan,
which also contai annual budget of Company ta
Board of Commissioners far approval of Board of
Commissianers before the coming fiscal year starts.
Such annual work plan must be submitted with due
attention to laws and regulations applicable in
Capital Market.

Board of Directors shall prepare Annual Report,
which the contents include financial statements
consisting of balance sheet and operating income
cafculation of the year accompanied with other
reports as prescribed in the prevailing laws and
regulations that have been audited by Public
Accountant registered in QJK, and have been signed
by zll members of Board of Directors and Board of
Commissigners for submission to and approval of
and legalization in Annual GMS within the time no
fater than & {six) manths after the end of Fiscal Year
of Company. Such annual repart mwust have been
gvailable for shareholders in the office of Company
before the convention of Annual GiWS for 8 period
of time as prescribed in laws and regulations
applicable in Capital Market.

Before signing Annual Report as referred to in
paragraph 3 of this Article, Board of Commissioners
shall review and essess such Annual Repart and for
this purpose, expert assistance may be sought at the
expense of Company and the parties to whom 8Soard
of Directors must provide the required information.

Company must announce Balance Sheet and
Operating Income Statement of Company in
Indonesian  daily papers with nationwide
distribution scale while taking laws and regulations
applicable in Capital Market into account.

ARTICLE 8. GENERAL MEETING OF SHAREHCLDERS

1. General Meeting of Shareholders ("GMS") of

Company shall include:
a. Annual GRS as referred to in Article B of this
Chapter.



b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Piagam
Dewan disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang
dladakan sewaktu-waktu berdazarkan
kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1{ Piagam Dewan ini.

Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang

Saham (“RUPS") dalam Piagam Dewan ini berarti

kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar

Blasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

Satu crang atau lebih pemegang ssham yang

bersama-sama mewakili 1/10 {satu per sepuluh}

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
dapst meminta agar diselenggarakan RUPS.

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi

dengan surat tercatat disertai alasannyas.

Permintaan penyelenggarsan RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :

1. diakukan dengan itikad bail;

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

ili. merupakan permintaan yang membutuhkan
keputusan RLIFS;

lv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal
yang harus diputuskan dalam RUPS;

v. tidak  bertentangan dengan  peraturan
perundang-undangan dan Piagam Dewan ini.

Direksi  waflh melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham dalam jangks waktu
paling lambat 15 {lima belas) hari terhitung sejak
tanggal  permintaan  penyelenggataan  RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 FPasal ini,
diterima Direksi,

Dalam-hal Direksi tidak melakukan pengumuman

RUPS se&bagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini,

pemegang saham dapat mengajukan  kembali

permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan
Komisaris.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman

RUPS kepada pemegang sasham dalam jangka waktu

paling lambat 15 {lima belas) hari terhitung sejak

tanggal permintaan  penyelenggaraan  RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat & Pasal ini
diterima Dewan Komisaris,

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak

melakukan pengumuman RUPS dalam jangks waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7

Pasal inmi, Dirgksi atau Dewan Komisaris wajib

mengumumkan :

. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
dart pemegang saham sebagaimana dimaksud
dakam ayat 5 Pasal ini; dan

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; dalam
jangka waktu paling lambat 15 {Ema belas) hari
sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan
RUPS darl pemegang saham sebagaimana

1B

b. Other 5MS, which hereinafter in this Charter
shall be referred to as Extraordinary GRS, ie.
GM5 that can be convened at any time
whenever necessary as referred to in Article 10
of this Charter.

Reference to General Meeting of Shareholder

{"GMS) in this Charter shell mean both of Annual

GMS and Extraordinary GMS unless expressly stated

otherwize.

Oine or more shareholders collectively representing

1/10{one-tenth) of total shares with voting right can

request the convention of GMS, Such request must
be submitted to Board of Directors by registered
letter while specifying the reasons.

Reguest for the convention of GMS as referred to in
paragraph 3 of this Arttcle must:

i. be based on good faith;

ii. consider the interest of Company;

iii. only for request requiring GMS resolutions;

iv. attached with reasons for the matters to be
decided in GMS;

v. not in contradiction with laws and regulations
and this Charter.

Board of Directors must announce GMS to

shareholders no later than 15 (fifteen) days fram the

date when request for the convention of GMS as

referred to in paragraph 3 of this Article has been

received by Board of Directors,

In the event that Board of Directors fails to
announce GMS as referred to In paragraph 5 of this
Article, shareholders can submit request for the
convention of GMS to Board of Commissioners,

Board of Commissioners must annocunce GMS to
shareholders no later than 15 (fifteen} days from the
date when request for the convention of GMS as
referred to in paragraph & of this Article has been
received by Board of Commissioners.

In the event that Board of Directors or Board of
Commissioners fails to announce GMS within the
tirrre a5 referred to in paragraph 5 and paragraph 7
of this Article, Board of Directors or Board of
Commissioners must announce:

i.  reguest for the convention of GMS propased by
shareholders as referred to in paragraph 5 of
this Article; and

ii. reasgns underlying the rejection to convene
GMS; within time no later than 15 (fifteen} days
from the receipt of request for the convention
of GMS by shareholders as referred to in



9.

10.

11.

dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Fasal ini;
Pengumuman tersebut paling kurang melalui
media:
a. 1 [satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasianal;
k. situs web Bursa Efek: dan
£. situs web Perseroan dalam Bahasa
indonesla dan bahasa asing.  dengan
ketentuan bahasa aslng vang digunakan
paling kurang bahasa Inggris, vyang
keduanya memuat infarmasi yang sama.
Palam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumurnan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan
permintaan  diselenggarakannya RUPS, kepada
ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Persercan  untuk
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya
RUPS.
Femegang saham vyang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RLUPS sebagaimana dimaksud pada Pasalini, wajib:
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan
rlsalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan
sesugi dengan ketentuan Pasal ini, dengan
memperhat/kan ketentuan Piagam Dewan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. melakukan pemberitahuan akan
diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti
pengumuman, bulkti pemanggilan, risalah RUPS,
dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS
kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan
sesual dengan ketemtuan Pasal ini, dengan
mepnpethatikan ketentuan Plagam Dewan dan
persturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
c. melampirkan dokumen yang memuat nama
pemegang saham serta jumlah kepemilikan
sahamnya pada Perserpan  yang telah
memperoleh  penetapan  pengadilan  untuk
menyelenggarakan  RUPS  dan  penetapan
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, kepada QJK terkait akan
diselenggarakan RUPS tersebut.
Femegang saham sebagaimana dimalsud dalam
ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan
kepemillikan sahamnya dalam jangka walktu paling
sedikit & {enam) bulan se|ak RUPS, jika permintaan
penyelenggaraan  RUPS yang dimohonkannya
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Xomisaris atau
ditetapkan oleh pengadilan.

19

-

10.

11.

paragraph 5 and paragraph 7 of this Article; the
announcement must be published in media at
least:
a. 1 {one) Indonesian daily papers with
nationwide distribution scale;
. Stock exchange's website; and
¢ Cumpany’s wehsite in Bahasz Indonesia and
in foreign language(s} subject to condition
that the foreign lenguage(s) to be used must
be at least English and hoth versions must
contain sarme infarmation.
In the event that Board of Commissioners fails to
announce GMS as referred to in paragraph 7 of this
Article, shareholders as referred to in paragraph 2 of
this Articte can submit request for the convention of
GMS to the chairman of District Court with
jurisdiction embracing the domicile of Company to
grant permisslon for the convention of GMS.

Shareholders after receiving court permission for
the convention of GMS as referred to in this Article
must:

a. announce, make invitation of the pianned GMS,
publish the summary of GMS, or GMS to be
convened with due attention to provisions
contained in this Charter and regulations
applicable in Capital Market;

b. notify GMSto be convened and submit evidence
of GMS announcement, invitation and summary
and GMS5 summary announcement to QUK
subject to provisions of this Articles and with
due attention to provisions of this Charter and
regulations applicable in Capital Market;

c. Send documents containing the names of
shareholders and the number of shares they
own in Company, for which court declslan for
the convention of GMS has been acquired and
requirements for notification as referred to in
letter b have heen met, to QJK relating ta the
planned convention of GMS,

Sharehoiders as referred to in paragraph 3 of this
Article shall not transfer their share cwnership for a
minimum of & {six} months as from GMS, if reguest
for the convention of GMS is approved by Board of
Directors or Board of Cammessioners or granted by
court.



PASAL & RAPAT UMUM PEMEGANG 5AHAM ARTICLE 9. ANNUAL GENERAL MEEYING OF
TAHUNAN SHAREHODERS

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tehun, 1. Annual GMS shall be canvened every year, no later

selambathya 6 {enam) bulan setelah tahun buku

Perseroan ditutup.

Dalam RUPS Tahunan :

& [hreksi mengajukan laporzn tahunan yang tefzh
ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan,
laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya
harus memuat laporan kewangan yang telah
disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaky, termasuk peraturan yang berlaky di
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan, serta [aporan-laporan lein serta
Infarmasi yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Dlputuskan penggunaan laba Perserpan;

¢. Dilakukan penunjukan shkuntan publik yang
terdaftar atau pemberian  koasa  antok
melakukan penunjukan akuntan publik yang
terdaftar dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan  peraturan  yang
berlaku dt bidang Pasar Modal;

d. lika perlu melakukan pengangkatan dan/atau
perubahan  susunan  anggota Direksi dan
anggota Dewan Komfisaris Perseroan;

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan
secara sebagaimana mestinya dalam RUPS
Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar.

Pengesahan danfatay  persetujuan  Laporan
Tahunan oleh RURS Tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya [volledig acquit et decharge) kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku wang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

than & {six) months after fiscal year of Company

closes.

2. In Annual GMS :

a. Board of Birectors shall present annual report
that has been peviewed by Board of
Commissioner for approval in Annual GMS, such
annual report must contaln at least financial
staternents that have been prepared and
audited according to the prevailing laws and
regulations, including regulations applicable in
Capital Market and Stack Exchange where the
shares of Company are listed, and other reports
and information as reguired under the
prevailing laws and regulations,

b. It was decided the use of the Company's profits;

¢. Make appointment of registered public
accountant or grant power of attorney to
appoint registered public accountant with due
attentlon to the laws and regulations applicable
in Capital Market;

d. If deemed necessary, appolnt and/or change
the composition of members of Board of
Directors and Board of Commissloners of
Company;

e, Can decide other matters appropriately
proposed in Annual GMS according to the
provisions of Articles of Association,

3, Legalization and/or approval of Annual Report in
Annual GMS shall imply full release and discharge
{volledig acquit et decharge) to members of Board
of Directors and Board of Commissioners fram the
management and supervision performed in the [ast
fiscal year, to the extent that they have been
reflected in Annual Report.

PASAL 10. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR ARTICLE 10. EXTRAORDINARY GEMERAL MEETING QOF
BIASA SHAREHOLDERS

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila Extraordinary General Meeting of Sharsholders can be
dianggap perlu ofeh Direksi dan/atau Dewan Komisaris  convened at any time wherever deemed necessary by
danfatau Pemegang Saham, dengan memperhatikan Board of Directors and/or Board of Commissioners
dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan  andfor Shareholders with due attention to the
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peraturan perundang-undangan dan peraturan yang provisions of Articles of Association and laws and
herlaku di bidang Fasar Modal.

PASAL 11. TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM

1

2.

RUPS dapat diadakan di :

a. tempat kedudukan Perseroan; atau

b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha
utamanya; atau

c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
atzu

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana
saham-sasham Perseroan dicatatkan; dengan
ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan wajib terlebih dahulu menyampalkan

pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman

RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal

pengumurnan RUPS, dalam hal terdapat perubahan

mata acara RUPS maka Perseroan wajib

menyampaikan perubahan mata acars kepada QMK

paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan

memperhatikan ketentuan peratyran perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar vindal.

Paling lambat 14 {empat ketas} har sebelum

dilzkukan pemanggilan  RUPS, dengan  tidak

memperhitungkan tanggal pengumuman  dan

tanggal pemanggilan, pihak vang berhak untuk

memberikan pemanggilan, melakukan

pengumuman kepada para pemegang saham, paling

kurang melzlui media sebagai berikut :

a1 {satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
vang berperadaran nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan

¢ situs web Perserpan dalam Bahasa Indonesla
dan bahasa asing, dengan hketentuan babasa
asing yang dipunakan paling kurang bahasa
Inggris, yang keduanya memuat informasi yang
samd.

Pengumuman tersebut, pallng kurang memuat :

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS;

h. ketentuan pemegang saham yang berhak
mengusulkan mata acara RUPS;

¢. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS.

Pemanggilan wntuk RUPS wajib dilakukan paling

lambat 21 {dua puluh satu)] harl sebelum tanggal

RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
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regulations applicable in Capital Market.

ARTICLE 11. PLACE AND INVITATION OF GENERAL
MEETING OF SHAREHDLDERS

1. GMS can be convened at:
a. place of domieile of Company; or
b, place where Company runs its main business
activities; or
c. province capital as place of domicile or where
the main business activitles of Company; or

d. province a5 place of Stock Exchange where the
shares of Company are listed; provided that
GMS rmust take place within the tarritory of the
Republic of Indanesia.

2. Company must first notify the agendas of GM5 to
OJK na later than 5 {five) working days before GMS
announcement, not including the date of GMS
annauncement, in case of revision to GMS agendas,
Company must notify such agenda revision to QK
no |ater than GMS5 invitation with due attention to
laws and regulations applicable in Capital Market.

3. Mo later than 14 ({fourteen] days before GMS
invitation, not including the date of announcement
and the date of invitation, make announcements to
shareholders in media at |east;

a, 1({ane) Indoneslan daily papars with nationwide
distribution scale;

b. Stock exchange’s website; and

¢ Company's website In Bahasa Indonesia and in
foreign [anguagels) subject to conditlon that the
foreign language(s) to be used must be at least
English and both versions must contain same
informattan,

The announcement must contain at least:

a. provisions of shareholders qualified to attend
GMS;

b. provisions of shareholders qualified to propose
GMS agendas;

¢ date of GMS convention; and

d. date of GiWS invitation.

4. Invitation for GMS must be sent no |ater than 21

{twenty one) days befare the date of GMS, not
including the date of invitation and the date of GMS.



E.

pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuzn media

pencumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaky secara

sesuai  {mutatis mutandis) untuk  pemanggilan
tersebut.

Pemanggilan

informasi ;

a. tsngpal penyelengparaan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RLUPS;

t. tempat penyelenggaraan RUPS;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir
dalarn RUFS;

e. mata scara RUPS termasuk penielasan atas
setiap mata acara tersebut;

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata
acara RUPS tersedla bagi pemegang saham
sgjak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan RUPS diselenggarakarn.

a. Pemanggilan RUFS kedua dilakukan dengan
ketentuan :

. Pemanggitan RUPS kedua dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 7 {tujuh) harl
sebelum RUPS kedua dilangsungkan;

ii. Palam pemanggilen RUPS kedua harus

RUPS, paling kurang memuat

menyebutkan RUPS  pertama  telah
ditangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran;

iii. RUFS kedua dilangsungkan dalam jangka
wakty paling cepat 10 (sepubuh) hari dan
paling lambat 21 {dua puluh satu} hari
setelah RUPS pertama dilangsungkan;

iv. Ketemtwan media pemanggilan  RLUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini,
mutatis mutandis berlaku untuk
pemanggilan RUPS kedya.

b. Pemanggifan RUPS ketige dilskukan dengan
ketentuan:

i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohanan
Perseroan ditetapkan oleh OJK:

ii. Dalam  pemanggilan  RUPS  ketiga
menyebutkan  RUPS  keduz  telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran.

Apabila semua pemegang saham dengan hak suars
vang sah hadiv atau diwakili dalam RUPS, maka
pengumurnan dan pemanggilan RUFS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak
menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat
diambil keputusan vyang sah serta mengikat
mengenai hal yvang akan dibicarakan, sedangkan
RUPS dapat disetengparakan di manapun juga dalam
wilayah Republik Indonesia.

Usul Pemepang saham akan dimasukkan dalam 7

acara RUFS, jika :

a2

E.

Provisions of announcement media as referred toin
paragraph 3 of this Arnicle shall apply mutetis
rutandis to invitation,

GMS invitation must contaln at least the following

inforrmation:

8. the date of GMS convention;

k. time of GMS convention;

c. place of GMS conventian;

d. provisions of shareholders quallfied to attend
GM5;

e, GMS agendas including the description of each
agenda;

f. information stating that materials for GMS
agendas will be availahle for sharehalders as
fram GMS invitation until GMS convention.

a. The second GMS

provided that:

i. The second GMS invitation must be sent no
later than 7 [seven) days prior to the second
GMS conventian;

i. The second GMS invitation must specify
that the first GMS is indeed convensad but
failed to reach attendance quarum;

invitation can be made

iii. The second GMS shall be convened 10 {ten)
days the earliest and 21 [twenty one) days
the latest after the first GMS convention;

iw. Provisions relating to media for GMS
invitation as referred to in this Article shall
apply mutatls mutondis to the second GMS
invitation.
k. The third GMS invitation shall be made provided
that:
i. The third GMS invitation requested by
Company has been approved by OIK;

il. The third GMS invitation must specify that
the second GM5 is indeed convensd but
failed to reach attendance guorum.

If all shareholders with valid voting rights are
present  or represented in GMS5,  GMS
announcement and invitation as referred to in
paragraph 3 and paragraph 4 of this Article are no
longer required and such GMS can take valid and
binding resolutions for any matter discussed
therein, and can be convened at any place within
the territory of the Republic of Indonesia.

Proposals by shareholders can be Included in G5
ggendas provided that:



a. Usul tersebut diajukan secara tertulls kepada
Direksi oleh seorang atau leblh pemegang
saham yang bersama-sama mewakili sekurang-
kurangnya 1/20 [satu per dua puluh) baglan dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan

b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling
lambat 7 (tujuh} hari sebelum tanggal
pemanggilan untuk RUPS vang bersangkutar;
dan

c. Usul tersebut, dilakukan dengan [tikad baik
mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara RUPS, usul tersebut merupakan mata
acara yang membutubkan keputusan RUPS,
serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

&. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara

RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:

a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS sampaidengan
penyelenggaraan RUPS, atay jangka waktu lehbih
awal bllamana diatur dan ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Bahan mata acara BUPS yang terzedia tersebut,
dapat berupa ;

i. salinan dokumen fisik, yang diberikan
secara cuma-cuma dan tersedia di kantor
Persergan jika diminta zecara tertulis cleh
pemegang saham; dan/atau

ii. salinan dokumen elektranik, yang dapat
diakses atau diunduh melalui situs web

Perserpan.
¢. Dalam bhal mata acara RUPS mengenal
pengangkatan  anggota  Direksi  danfatau

anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup
calon anggota Direksi danfatau anggota Dewan
Kemizaris yang akan diangkat wajib tersedia : di
situs web Persercan paling kurang sejak saat
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan
RUFS; atau pada waktu lain selain jangka wakfu
tersebut namun paling lambat pads saat
penyelenggaraan RUPS, sepaniang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Ralat pemangeilan RUPS wajib dilakukan, jika
terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan
RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
-Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat
informasi atas perubahan tanggzl penyelengparaan
RUPS danfatau penambahan mata acara RUPS,
maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur
dalam ayat 4 Pasal ini; Ketentuan kewajiban
melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku
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a. The proposals are submitted in writing to Board
of Directars by one or more shareholders
collectively representing at least 1720 (one-
twentieth) of total shares with voting rights; and

b. The proposals must have been accepted by
Board of Directars no later than 7 (seven) days
before GMS invitation date; and

c. The proposals rmust be forwarded with good
faith while taking the interests of Campany into
account and attached with the reasons and
materials for the proposed GMS agendas; the
proposals must consist of agendas requiring
GMS resolutions and shall not contradict with
laws and regulations.

8. Company must provide materials of GM5 agendas

for sharehslders provided that:

a. Materisls of GMS agendas must have heen
available as of GMS invitation date until GMS
convention, or earlier period as prescribed and
established in  the prevailing laws and
regulations;

b. ivaterials of GMS agendas that must be made
availahle can consist of:

i. copiesof physical documents distributed for
free and available in the office of Company
at written request of shareholders; andfar

ii. copies of elactronic documents that can be
accessed and downloaded via Company's
wehbsite.

¢. For GMS agendas relating to the appointment of

member of Board of Directors and/or Board of
Commissioners, the curriculum  vitae of
prospective member of Board of Direciors
and/ar Baard of Commissioners to be appointed
must be aiready available in Company's website
at least from GMS invitation to G5 convention;
or other date but na later than the date of GMS
convention In so far established in laws and
regulatians.

GMS invitation must be revised accordingly in case
of any change to information in GMS invitation as
follows:

-For GMS invitation revision with regard to mistaken
information of GMS conventlon date and/for need of
additional GMS5 agenda, GMS inwitation must be
repeated with procedures as established in
paragraph 4 of this Article; This re-GME invitation is
not required if the misprinted GM5 agenda for
revision to the mistaken date of GMS convention



gpabila ralat pemanggilan RUPS  mengenai
perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS
danfatau penambahan mata acara RUPS dilakukan
bukan karena kesalahan Perseroan,

PASAL 12. PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1

RUPS dipimpin aleh salah seorang anggota Dewan
Kerrnisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Palam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak
hadir atau berbalangan, hal mana tidak gerlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang
ditunjuk aleh Direksi.

Dalam hal serua anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka RUFS dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham vang hadir dalam RUPS yang ditunjuk darl
dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewsan Xomisaris mempunyal  benturan
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris,
Apabila semua angpota  Dewan  Komisaris
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin cleh salah secrang anggota Dlreksi yang
ditunjuk cleh Oireksi. Dalem hal salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk ocleh  Direksi
mempunyal benturan kepentingan atas hal yang
akan diputuskan dalam RUPS, maka RUFS dipimpin
wleh angpota Direksi yang tidak mempunyai
henturan kepentingan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham bukan pengendaliyang dipilib cleh mayoritas
pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
Mereka yang hadir dalam RUP% harus membuktikan
wewenangnya untuk hadir dalam KUPS, yaitu sesual
dengan persyaratan yang ditentukan ocleh Direksi
atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan
RUPS, vang demikian dengan ketentuan untuk
saham wyang tercatat di Bursa Efek, dengan
mengindahkan peraturan perundeng-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Maodal di
Indoresia.

Dari segala hal yang diblcarakan dan diputuskan
dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan
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andfor need of additional GMS5 agendas is not due
to Company's faults.

ARTICLE 12. CHAIRMAN, MINUTES OF MEETING AND
SUMMARY OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. GMS shall be chaired by a member of Board of

Commissloners Board of
Commissioners.

I the event that all members of Board of
Commissioners are absent or prevented, which 1%
not necessarily proved to the third party, GMS shall
be chaired by a member of Board of Directors
designated by Board of Directors.

In the event that all members of Board of
Commissioners and members of Board of Directors
are absent or prevented, which is not necessarily
proved to the third party, GMS shall be chaired by a
shareholder present in GMS appointed by and of
G5 attendeas.

i the member of Board of Commissioners
designated by Board of Commissioners has conflict
of Interest for matters to be decided In GMS, GMS
shall be chaired by another member of Board of
Commissioners who has no conflict of interest as
designated by Board of Commissioners,

If all members of Board of Commissioners have
conflict of interest, GBS shall be chaired by a
member of Board of Directors designated by Board
of Directars. If the member of Board of Directors
designated by Board of Direciors has conflict of
interest for the matters to be decided in GMS, GMS
shall be chaired by member of Board of Directors
having no conflict of interest.

designated by

If all members of Board of Commissioners and
members of Board of Directors have conflict of
interest, GMS shall be chaired by a non-controlling
shareholder selected by the majority  of
shareholders present in GMS.

Those who attend GMS must proved their
qualifications 1o attend GMS, i.e. to comply with
reguirements set by Board of Directors or Beard of
Commissioners in GMS Invitation,  such
requirements shall only apply for shares llsted in
Stock Exchange with due attention to laws and
regulations applicable in Indonesla Capital Market.

For any matter discussed and decided in GMS5, it
must be set out in minutes of GMS and surmmary of



ringkasan risalgh RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat
dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling
sedikit 1 (satu} orang pemegang saham yang
ditunjuk  dari  dan cleh peserta  RUPS,
penandatanganan  tersebut  tidak  disyaratkan
apabila Hsalah RUPS dibuat oleh Motaris. Risalah
RUPS tersebut meniadi bukti yvang sah terhadap
semua Pemegang Saham tan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam
RUPS, dan wajib disampaikan kepads QJK paling
lambat 30 (tigs puluh] hari setelah RUPRS
diselenggarakan.
Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat
informasi :
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
vang hadir pada saat RUPS;

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari
jumlzh selurub saham yang mempunyal hak
siara yang sah;

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada
pemegang  Saham  untuk  mengajukan
pertanyaan danfatau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS;

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan danfatayr memberikan pendapat
terkalt mata acara RUPS, jika pemegang saham
diberi kesempatan;

f.  mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
hasil pemungutan suara vang meliputi jumlah
suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak
memberikan suara) wntuk setiap mata acara
RUPS, Jika pengarmbilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara;

h.  keputusan RUPS: dan

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada
pemegang saham yang herhak, jika terdapat
keputusan RUPS terksit dengan pembagian
dividen tunai.

Ketentuan media pengumuman pada Pasal 11 ayat
3 Piagam Dewan ini, berlaky secara sesuvai imutatis
mutandis} untuk pengumuman ringkasan risalah
RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2
{dua) hari kerja setalah penyelengsarasn RUPS,
Dalarn hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
pada ringkasan risalah RUPS dalam 25ahasa asing
dengan informasi pada ringkasan risalah RLUPS
dalam 25ahasa Indonesia, maka informasi yang
digunakan sebagai acwan adalah informasi dalam
25ahasa Indonesia.
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GSM. Minutes of GMS must be prepared and signed
by chairman of GMS and at least 1 {one} shareholder
designated by and of GMS attendees, such signing is
not necessary for Minutes of GMS prepared by
Notary. Such Minutes of GMS shall become valid
evidence for all shareholders and the third parties
with regard to resolutions and any matter taking
place in GMS, and must be submitted to OIK no later
than 30 [thirty) days after GM5 conventlon.

The sumimary of minutes of GMS shall contain at

least the following information:

a. date of GMS, place of GMS conventlon, time of
GMS conventlon and G5 agendas;

b. members of Board of Directors and members of
Board of Commissioners attending GMS5;

e. number of shares with valid wvoting rights
attending GMS and its percentage to all shares
with valid voting rights;

d. whether or not there is opportunity given {0
shareholders to propese questions andfor
express opinions relating to GMS agendas;

e. number of shareholders proposing questions
and/or expressing opinions relating to GMS
agendas, if opportunity for this purpose is given;

f. GMS resolution-making mechanism;

g The results of voting including affirmative votes,
dissenting votes and ahstain votes [decline to
vote) for each GMS agenda, if the resglution is
taken with voting;

h. GMS resplutions; and

i. Cash dividend distribution to the legitimate
shareholders, in case of GWMS resolution
concerning cash dividend payout,

Provisions for announcement media in Article 11
paragraph 3 of this Charter shall apply mutotis
mutandis for the announcement of Minutes of GiMS,
and must be made no later than 2 {two] working
days after GMS conventlon.

In case of controversy in interpreting information of
Minutes of GMS hetween the foreign |anguage
versintn  and  Indonesian  wersion, information
adopted as reference shall he information
contained in indonesian version.



8. Bukti pengumuman ringkasan risalsh  RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini wajib
disampaikan kepada O/ paling lambat 2 {dua) hari
kerja setelah diumumkan.

PASAL 13. KUDRUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1.

d.

Sepanjeng ‘tidak diatur Jain dalam Plagam
Dewan ini, peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUES
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam
RBUPS ftermasuk RUPS untuk pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal
ditempatkan dan disetor dalam katas madal
dasar), dilakukan dengan ketentuan:

i1 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS
lehih dari 1/2 {satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS
adalah szh jika disetyjui oleh lebih dari 12
{satu per dua) bagian dari selurub saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

{ii} Dalam hal kuarum kehadiran RUPS pertarma
sebagaimana dimaksud pada butir {i} tidak
tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jlka dalam
RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga)
baglan dati jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau  diwakili, dan
keputusan RUPS kedua adalah sah jika
disetujui oleh lebih darl 1/2 [satu per dua)
pagian dari seluruh saham dengan bak suara
vang hadir dalarm RUPS kedua;

{iil} Dalarn hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagairnana dimaksud pada butir (i)
tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat
diadakar dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputuzan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah datam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh QJK atas permchonan
Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS

untuk mata acara perubahan Plagam Dewan,

kecuall perubahan Piagam Dewan dalam rangka
memperpanjang  jangka  wakitu  berdirinya

Persercan, dilakukan dengan ketentuan :
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8. The evidence of Minutes of GMS announcement as
referred to in paragraph & of this Artlcle must be
submitted to OJX no later than 2 {twa) working days
after the announcament.

ARTICLE 13. QUORUM, VOTING RIGHTS AND
RESOLUTIONS

1. a. Aslong as not yet established in this Chapter,
laws and regulations applicable in Capital
Market, sttendance gquorum  and  GMS
resclution quogrum for each agenda must be
decided in GMS [including GIMS for equity fund;
to increase the subscribed and paid-up capitals
within authorized capital celling), shall be
carried out subject to conditions that:

{i] GMS can be convened if there 1s 1/2 (half)
of total shares with voting rights present in
present or represented, and the resolutions
of gms shall be valid of approved by more
than 172 (half] of total shares with voting
rights present in gms;

fil} Inthe event that attendance querum for the
first GMS as referred to in point (i) is not
met, the second GMS can be convened
provided that this second GMS shall be
tegititnate and empowered to  take
resolutions if at least 1/3 (one-third}) of total
shares with voting rights are present or
represented, and the resolutions taken in
this second G5 will be valid if approved by
more than % [half} of total shares with
voting rights present in the second GMS;

[iii} In the event that attendance quorum of the
sacond GMS a3 referred to in point (i) is not
met, the third GMS can be conwvened
provided that this third GM5 shall be
legitimate and empowered to  take
resalutions if attended by shareholders of
shares with valid voting rights representing
attendance quorum and GMS resolution
quorum as determined by OJK at the
request of Company.

b. Attendance guarum and GMS5  resolution
guorum for agenda regarding the amendment
to this Charter, except for amendment to this
Charter relating to incorporation extension of
Company, can be set subject to the following
conditions:



.

{ii RUPS dapat dilangsungkan jike RUPS
dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RURS
adalah sah jika disetului oleh tebih dari 2/3
{dua per tiga} bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yvang hadir dalam RUPZ;

fit} Dalam hal kuorurn kehadiran RURS pertama
sebagaimana dimaksud padsa butlr (i) tidak
tercapal, maka RUPS kedua dapat diadaken
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
herhak mengambil keputusan jika dalam
RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham
vang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per
lima) bagian dari Jumlah selurub saham
dengan hak suara yang sah, dan keputusan
RUPS kedua adalah sah jika disetujui cleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
selurub saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUFS kedus;

fiiiy Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud butir (k) t1dak
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketlga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dibadiri
oleh pemegang saham darl saham dengan
hak suara yang sah dalam Kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh OlK atas permohonan
Perseroan;

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RURS

untuk mata acara mengalthkan  kekayaan

Parseroan yang merupakan lebih dari 172 {satu

per dua)] bagian dari jumlah kekaysan bersih

Perseroan dalam 1 {zsatu) transaksi atau lebih

baik vang berkaitan satu sama lain maupun

tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan

Persercan yang merupakan [ehih darl 1/2 (satu

per dug) bagian dari jumlah kekayaan bersih

Ferseroan dalam 1 [satu) transaksi atau lehlh

balk yang berkaitan satu sama lain maupun

tidak, penggabungan, peieburan,
pengambilalihan, pemisdhan, pengajuan
permchonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan  [angka  waltu  berdirinya

Perseroan, dan pembubaran  Perseroan,

dilzkukan dengan ketentuan :

(i} RUPS dapat dilangsungkan jlka RUPS
dihadiri oleh pemegang saham  yang
mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat]
bagian dari jumlzh selyrub saham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujui oleh iebih dari 3/
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<.

fil GMS can be convened if attended by
shareholders representing at least 2/3 (two-
third} of total shares with valid voting rights,
and GMS resolutions are valid if approved
by more than 2/3 (two-third} of total shares
with valid voting rights present in GM3;

{ti} In the event that attendance guorum of the
first GMS as referred to in point (i} is not
met, the second GMS5 can be convened
provided that the second GMS shall be
legitimate and empowered to take
resgultions if the secand GMS is attended
by shareholders representing at least 3/5
{three-fifth) of total shares with valid voting
rights, and resolutions of the second GM3
will he valid if approved by more than &
fhalf} of total shares with voting rights
present in the second GRS;

{iii} In the evert of attendance quorum in the
secand GMS as referred to in point {ii} is not
met, the third GMS can be convened
provided that the third GMS shall be
legitimate  and  empowered to  take
resolutions if attended by shareholders of
shares with valid voting rights representing
attendance quorum and GMS resolution
guorum as determined by OIK at the
request of Company;

Attendance guorum  and GMS  resolution

guorum for sgenda regarding the transfer of

Company's assets worth of more than % {half} of

total assets of Company in 1 {one) or more

transactlon,  either  intercarrelated  or
separately, the security of Company's assets as
debt collateral worth of more than ¥ {(half) of
tatal net assets of Company 1n 1 {one} or more
transaction elther infercorrelated or separately,
merger, dissolution, takeowver, separation,
bankruptcy petition, incorporation extension of

Company and liquidation of Company must be

carried out subject to conditions that:

{il GMS5 can be convened If attended by
shareholders representing at least 3/4
{three-faurth} of total shares with valid
voting rights  present in  present or
represented, and the resolutions of gms
shall be valid of approved by more than 3/4



ftiga per empat) baglan dari seluruh saharm
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

{ii) Dalam hal kuorurm kehadiran BUPS pertama
sebagaimana dimaksud pada  butir (i)
tercapal, maka RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS keduwa sah dan
berhak mengambil keputusan jika RUPS
dihadiri oleh pemegang saham  yang
mewaklii paling kurang 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah selurut sabam dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RUPS
kedua adalah sah jtka disetujui oleh lebih
dari 3/4 [tiga per empat) baglan dari seluruh
sgham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS keduz;

(i) Datar hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud butir {ii) ticiak
tercapai, maka RUPS ketlga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan fika dihadiri
gleh pemegang saham dari saham dengan
hak suara vyang sah dalam  kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh QIK atas permohonan
Perseroan;

d. [Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari T (satu]

klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara

perubaban hak atas saham, dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :

{ij] Usulan rmata acara perubahan hak atas
saham  wajib mengiloti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
7 Piagam Dewan ini;

(i RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham
yang terkena dampak atas perubahan hak
atas saham pada klasifikasi saham tertentuy;

{iin} RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh sabam pada klasifikasi
sasham vyang terkena dampak atas
perybahan hak tersebut hadir atau diwakili;

{iv] dalam hal kuorum sehagaimana dimaksod
pada butir {iii} tidak tercapai, RUPS kedua
dapat diadakan dengan ketentuan RLUFS
kedua sah dan  berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling
sedikit 2/3 [dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham pada kiasifikasi saham yang
terkena dampak atas perubahan  hak
tersebut hadir atau diwakili;

{v] keputusan RUPS5 sebagaimana dimaksud
pada butir {iii] dan [iv) di atas adalah sah jika
disetujui aleh lebih dari 3/4 (tiga per empat}
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{three-fourth) of total shares with voting
rights present in gms;

{iiy Inthe event that attendance quorum of the
first GMS as referred to in point (i} is not
met, the second GMS can be convened
pravided that the second GMS shall be
legitimate and empowered 1o take
resolutions if attended by sharsholders
representing at least 2/3 {twa-third) of total
shares with wvalid voting rights, and
resolutions of the second GMS are valid if
approved by more than % {three-fourth) of
total shares with voting rights present in the
second GMS;

(il In the event that attendance of the second
GMS as referred to in point (Ii} is not met,
the third GMS can he convened provided
that the third GMS shall be legimitate and
empowered to take resalutlons if attended
by shareholders of shares with valid voting
rights representing attendance querum and
resolution quorum as determined by QJK at
the request of Company;

In the event that Company has more than 1

{one} share classification, GMS for agenda

regarding transfer of shares shall be carrled aut

subject to the conditions that:

{i} The proposed agenda on transfer of shares
must follow provisions as referred to in
Article 11 paragraph 7 of this Charter;

(i} GMS shall be only stiended by shareholders
affected by transfer of shares for particular
share classification:

{iti) GMS can be convened if at [east 34 {three-
fourth) of total shares in classification to be
affected by trapsfer of shares present or
represented;

{iv} In the event that quorum as referred to In
paint (i) is not met, the second GMS can be
corivened pravided that the second GMS
shall be legitimate and empoweret to take
resolutions if at least 273 [two-third] of total
shares in classification to be sffected by
transfer of shares present or represented;

(v} GMS resolutions as referred to In point i)
and [iv} above shall be valid if approved by
more than 3/.4 {three-fourth) of shares with
voting rights present in GiS;



bagian darl saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS;

{vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud pada butir
{iv) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RLFS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham pada
klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak tersebut dalam kugrum
kehadiran dan kworum keputusan yang
ditetapkan oleh O atas permchonan
Perseroan;

{viljlDalam hal klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubzhan hak atas saham
pada klasifikasi saham tertentu tidak
mempunyai hak suara, pemegang saham
pada klasifikast sabam tersebut diberikan
hak untuk hadir dan mengambil keputusan
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak
atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

Femegang saham dapat diwzkili oleh pemegang
saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam
bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan
undang-undang dan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku tentang buktfi perdata serta
diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 {tiga] hari
kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuases untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan pada
waktu RUPS diadakan.

Femegang saham yang berhak hadir atau diwakili
dengan surat kussa dalam RUPS adatah pemegang
saham vyang mamanya tercatai dalam  Daftar
Pemegang Saham per tanggal 1 (satu] hari kerja
sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari
kerja sebelurn tanggal ralat pemanggilan (jika ada)
denpan  memperhatlkan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.

Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 {satu) suara.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan
selaku kuasa dalam RUP%: tidak dihitung dalam
peEmUngstan suara.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani
dzn mengenal hal lain secara lisan, kecuali apabila
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
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{vi] In the event that attendance quorum in the
second GMS as referred to in paint (iv)
above is not met, the third GMS can be
convened provided that the third GMS shall
be legitimate and empowered to take
resolutions if attended by shareholders of
shares In classification to be affected by
transfer of shares representing attendance
quorum and resolution  quorum as
determined by OIX at the request of
Company;

{viiln the event that share classification
affected hy transfer of shares has no voting
rights, the shareholders of such share
classification shall be granted swith right to
attend and take decision in (GM5 with regard
to transfer of shares In such share
classification.

Shareholders can he represented by other
shareholders or other persons under power of
attorney.

Power of attorney must be made and signed in the
format as decided by Board of Directors of Company
with due attention to the prevailing lews and
regulations concerning civil exhibits and must ke
sent to Board of Directors no later than 3 {three]
waorking days before the date of GMS. Chairman of
the meeting shall reserve the right ta ask power of
attorney to represent a shareholder be presentedin
G5,

Shareholders qualifled to present or represented In
G5 under power of attorney shall be those whose
names recorded 1n Shareholder Register per 1 (one}
warking day before inwitation date or 1 [one)
working day before the revised invitation date {if
any} with due attention to laws and regulations
applicable in Capital Market.

In GMS, every share shall grant voting right ta the
holder to cast 1 {one) vote,

Members of Board of Directors, members of Board
of Commissioners and the employees of Company
can act as the proxies in GMS, however the votes
they cast shall not be considered in final counts.

Voting for individual shall be made in closed and
unsigned ballots and a3 to other matters, it can be
carried aut In oral, unless the chairman of meeting
decides otherwise without any objection of 1 {one)



dari 1 [satu) atau lebih pemegang saham yang

bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per

sepuluh) bagian darl jumlah seluruh saham dengan
suara yang sah.

Femegang saham dengan hak suara yang hadir

dalam RUPS namun tidak mengeloarkan suara

{abstainfblanka)] dianggap mengeluarkan suara

vang sama dengan suara mayoritas pemegang

zaham yvang mengeluarkan suara.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat.

Dalarm hal keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, make keputusan

diamkll dengan pemungutan suara berdasarkan

kugrum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1

Fasal ini.

Apabila jumlzh suara yang setuju dan tidak setuju

sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri

orang akan ditentukan melalui undian sedangkan
mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap
ditolak.

RUPS untuk memuotuskan tentang transaksi yang

mempunyai kenturan kepentingan sebagsimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang herlaku di bidang Pasar Modal,
dliakukan dengan ketentusn sebagai berikut :

a. pemegang saham yang mempunyal benturan
kepentingan dianggap telah memberikan
keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh pemegang saham independen
yang tidak mempunyai henturan kepentingan;

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham
independen yang mewak|li leblh dari 1/2 [satu
per dua} bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independen dan keputusan
adalah sah jika disetujui cleh pemegang sasham
independen yang mewakill lebih dari 1/2 [satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimillk] oleh
pemegang saham independen;

¢. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana
dimaksud pada ayat 9 hutir b Pasal ini tidak
tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham
independen yang mewakili [ebih dari 1/2 (satu
per dua) baglan darl jumlah selurub saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki afeh
pemegang saham independen, dan disetulul
aleh lebih dari 1/2 {satu per dua) bagian dari
jumlah =aham vyang dimiiiki oleh pemegang
saham independen yang hadir dalam RUPS
kedua;
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or mare shareholders collectively representing at
least 1/10 [one-tenth} of total shares with wvalid
voting rights.

Shareholders with vating rights who are present in
GM5 but cast no vote {abstain/blank} shall be
deemed to cash the votes same as those cast by the
majority of shareholders exercising their voting
rights.

All resolutions should be taken amlicably to reach
CONsENsuS,

If no amicable resolution for consensus is reached
the resolution shall be taken with voting subject to
resolution guorum as referred to in provisions of
paragraph 1 of this Article.

For tied votes of affirmative votes and dissenting
votes, the resolution for individual shall be decided
by drawing, meanwhile for other maiters the
motion shall be deemed to be rejected.

GMS to decide transaction with conflict of interest
as prescribed in laws and regulations applicable in
Capital Market shall be ronvened subject to the
following conditions:

a. shareholder{s) with conflict of interest shall be
deemed to give decision same as the decision
approved by independent shareholders without
conflict of interast;

b. GMS mwst  attended by  independent
sharehalders reprasenting more than ¥ (half) of
total shares with valid votlng right owned by
independent sharehotders and the resalutions
shall be walid ¥ approved by independent
shareholders reprezenting more than ¥ (half] of
total shares with valid voting rights owned by
independent shareholders;

c. in the event that attendance guorum as
referred to in paragraph 9 point b of this Article
i not met, then in the second GMS, the
resolutions shall be walid if attended by
independent shareholders representing more
than ¥ {half) of total shares with valid voting
rights owned by independent sharehalders, and
approaved by more than ¥ (half) of total shares
owned by independent shareholders present in
the second GMS;



d. dalam hal kuorum kehadiran sebagalmana
dimaksud pada ayat 9 butir ¢ Pasal ini tidak

tercapai, maka RUPS  ketiga dapat
diselenggarakan dengan sah dan  berhak
mengambil keputusan jika dihadiri  oleh

Pernepang Saham Independen dari saham
dengan hak suara yang sah, dalam kuormim
kehadiran dan pemanggilan, yang ditetapkan
oleh OIK, atas permohonan Persercan;

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui
oleh pemegang saham  independen yang
mewakili lebih dari 50% {lima puluh persen)
saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen yang hadir dalam RUPS ketlga
tersebut.

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana

11.

12,

i3

ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Persercan,
wajib dilzkukan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan vang berlaku di
bidang Pasar Modal.
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan
yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua
pemegang saham dengan hak svara menvetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan.
Dalam pemungutan suars, suara vang dikelvarkan
aleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saharm
yvang dimilikinya dan pemegang saham tidak berbak
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
untuk sebagizn dari jumlah zaham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda, kecuali

a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai
kustodian yang mewaklli nasabah-nasabahnya
pemilik saham Persercan;

b. mangjer investasi yang mewakili kepentingan
reksa dana yang dikelolanya.

Setiap wsul yapg digjukan olah para pemegang

saham selama pembicaraan atau pemungutan suara

datam RUPS harys memenwhi syarat, sebagai
berikut :

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut
berhubungan langsung dengan salah satu mata
acara RUPS yang bersangkutan; dan

b, Hal-hal tersebut diajukan cleh 1 (satu) atau
lebih pemegang saham bersama-sama vyang
rmernillki sedikitnyza 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah;

€. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap
berhubungan  kEngsung  dengan  uszha
Perseroarn;

d. Tidak bertentangan dengan Plagam Dewan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2

10.

11.

12,

13.

d. in the esvent that attendance quorum as
referred to in paragraph @ point ¢ of this Article
s not met, the third GMS can be convened and
legitimate and empowered to take resolutions if
attended by Independent Shareholders of
shares with valid voting rights representing
gttendance guorum  and  invltatlon  as
determined by OJK at the request of Company;

e, Resolutions taken inthe third GMS shall be vaild
if approved by independent shareholders
representing more than 50% (fifty percent) of
shares owned by independent shareholders
present inthe third GMS.

With regard to material transactions as prescribed
in regulations applicable in Capital Market, 1o be
made by Company, they must be carried out in
campliance with laws and regulations applicable Tn
Capital Market.

Shareholders can afsa take binding resplutions
outside GMS provided that all shareholders with
voting rights approve in writing by signing the
proposed motion.

In case of voting, votes cast by shareholders shall be
applicable for all shares they owned and
shareholders shall not e entitled to grant power of
attorney to more than one proxy for parts of the
shares they own with different vote, except:

a. custodian bank or security company ading as
custodian representing its customers being the
shareholders of Company;

h. investment manager representing the mutual
fund interest under its management.

Any motion proposed by sharehalders durlng the

discussion or voting in GMS must comply with the

fallowing requirements:

a. According to the opinion of Chairman of the
Meeting, the motion has direct correlation with
one of GMS agendas; and

h. The motion is proposed by 1 {one) or more
sharcholders collectively representing at |east
10% (ten percent] of total shares with wvalid
voting rights;

c. According to the opinion of Board of Directors
the motien has direct correlation with the
business of Company,

d. Mot in contradiction with this Charter and the
applicable laws and regulations.



PENUTUP CLOSING

Piagam Dewan ini berlaku pada harl Kamls tanggal 5 This Charter takes into effect as of Thursday of 5 March
Maret 2020 dan dapat diubah dari waktu ke waldu. 2020 and subject to change from time to time.

Cialam hal tedadi perbedaan antara Piagam Dewan ini  In case of discrepancy between this Charter and the
dan hukum & peraturan yang berlaku, yang terakhir prevailing laws and regulations, then the latter shall
akan herlaku. prevall.

PT Inocycle Technology Grouip Thk, PT Inccycle Technology Group Thk,

Widhyawan Prawiraatenadija Jae Hyuk Chei
Komisaris Mama [ President Komisaris Independen / Direktur Utama f President
Cammissioner independant Compuissioner (T g
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